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A. Ketentuan Umum 
Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 
nama Arab dari bangsa non Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa 
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 
rujukan.  
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu 
transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 
22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/11987, sebagaimana terdapat 
dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana UIN Malang. 
B. Konsonan 
 q      =       ق                          z     =      ز                                  a    =      ا
 k      =       ك                          s     =     س                 b    =    ب
 l      =      ل                        sy     =     ش t    =    ت
 m      =        م                        sh     =    ص  ts    =    ث
 n      =        ن                        dl     =    ض   j    =     ج
 w      =       و                         th     =      ط                                 h    =     ح




 ‘      =       ء                           ‘     =      ع                                 d    =      د
 y     =      ي                         gh     =      غ                               dz    =      ذ
 f     =     ف                                 r     =     ر
Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka dalam tranliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir 
kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ’ ), berbalik dengan 
koma ( ‘ ) untuk pengganti lambing “ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â   seperti قال menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î   seperti قيل menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û   seperti دون menjadi dûna 
Khusus untuk ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara 
diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti 
berikut in: 
Diftong (aw) =  و  Misalnya قول  menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي  Misalnya خير  menjadi khayrun 
D. Ta’ marbuthah (ة) 
Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan  “t” apbila berada di tengah 




ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسالة للمدرسة menjadi 
al-risalat li al-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat 
yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, 
misalnya: في رحمة هللا menjadi fi rahmatillah. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah 
Kata sandang barupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalalah yang berada 
di tengah kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan 
contoh berikut ini: 
1. Al-ImÂm al-Bukhârî mengatakan... 
2. Al- Bukhârî dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 
3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, 
contoh: 
“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin 
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan 




muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui 
pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan 
kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata ara penulisan Bahasa Indonesia 
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun 
berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan 
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, 
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Salah satu bentuk hak perlindungan anak adalah hak perlindungan psikis 
anak. Hak perlindungan psikis anak ini tidak kalah pentingnya dengan hak 
perlindungan anak yang lain, sebab juga sangat berpengaruh terhadap kualitas 
kehidupan anak di masa depan.    
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hak perlindungan 
psikis anak di Indonesia dengan sub fokus: Peraturan perundang-undangan di 
Indonesia mengenai hak perlindungan psikis anak, kajian interpretasi terhadap 
regulasi hukum mengenai hak perlindungan psikis anak dan analisa hukum 
progresif. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan 
ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan 
melalui teknik dokumentasi. Pengolahan bahan  hukum dilakukan melalui 
beberapa langkah:  Editing, Organizing, Coding dan Analyzing. Adapun teknik 
analisa yang dipakai adalah teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. 
Hasil dari penelitian ialah sebagai berikut: Hak perlindungan psikis anak 
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni: (1). Mengenai 
larangan kekerasan psikis terdapat dalam Pasal 1 Poin 15a dan Pasal 54 ayat 1 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan  Pasal 5 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); (2). 
Mengenai definisi kekerasan psikis anak terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dan Bab I Poin E dan Bab II 
Poin B Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia (Permen PPPA RI) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; (3). Mengenai bentuk kekerasan 
terhadap anak terdapat dalam Bab II Poin B Permen PPPA RI No 2 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; (4). Mengenai bentuk 
perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis terdapat dalam 
Poin E Permen PPPA RI No 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak 
Korban Kekerasan. 
Berdasarkan interpretasi sistematis dalam penemuan hukum, pasal-pasal di 
atas dianggap mempunyai relevansi antar satu dengan yang lainnya. Adapun 
redaksi yang kurang jelas, ditafsirkan dengan interpretasi multidisipliner dan 
gramatikal yang didasarkan pada kajian psikologi dan bahasa yang digunakan 
sehari-hari. Analisa hukum progresif terhadap kajian ini menghasilkan 
kesimpulan bahwa seorang penafsir atau penegak hukum tidak boleh terikat hanya 




subtansif. Meski demikian, pemakaian interpretasi multidisipliner sesuai dengan 
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One form of child protection rights is the child's psychological protection 
rights. The right to psychological protection of children is no less important than 
other child protection rights because it also greatly affects the quality of children's 
lives in the future. 
This study aims to determine the psychological protection rights of 
children in Indonesia with sub-focus: Indonesian laws and regulations regarding 
children's psychological protection rights, interpretation studies of legal 
regulations regarding children's psychological protection rights, and progressive 
legal analysis. 
This research is normative legal research with a statutory and conceptual 
approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal 
materials. Legal materials are collected through documentation techniques. 
Material processing is carried out through several steps: Editing, Organizing, 
Coding and Analyzing. The analysis technique used is the descriptive analysis 
technique with a deductive mindset. 
The results of the research are as follows: The right to psychological 
protection of children is regulated in several laws and regulations: (1). Regarding 
the prohibition of psychological violence, it is contained in Article 1 Point 15a 
and Article 54 paragraph 1 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection 
and Article 5 of the Law on the Deletion of Domestic Violence (KDRT); (2). 
Regarding the definition of child psychological violence contained in Article 7 of 
Law No. 23 of 2004 concerning the Deletion of Domestic Violence and Chapter I 
Point E and Chapter II Point B Regulation of the Minister of State for Women's 
Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia (Permen PPPA 
RI) Number 2 of 2011 concerning Guidelines for Handling Children Victims of 
Violence; (3). Regarding forms of violence against children, it is contained in 
Chapter II Point B Permen PPPA RI No. 2 of 2011 concerning Guidelines for 
Handling Children Victims of Violence; (4). Regarding the form of protection for 
children who experience psychological violence, it is contained in Point E of the 
PPPA RI Ministerial Regulation No. 2 of 2011 concerning Guidelines for 
Handling Children Victims of Violence. 
Based on the systematic interpretation of legal findings, the articles above 
are considered to have relevance to one another. As for the editorial which is not 
clear, it is interpreted with multidisciplinary and grammatical interpretations 
based on psychological studies and the language used in everyday life. 
Progressive legal analysis of this study results in the conclusion that an interpreter 




contrary to substantive justice. However, the use of multidisciplinary 
interpretation is in accordance with the spirit of progressive law which 





























والد للألنفسية الحقوق حمافظة  جوانبمن االكتشاف القانوين  .٢٠٢١حممد عثمان. 
الدراسة، قسم األحوال الشخصية كلية عند حكم بروكرسيف.  ندونسياأيف 
مالك إبراهيم ماالنج. الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا 
املشرف: )االول( بروفيسور الدكتور احلاجة مفيدة جح املاجستري, )الثاين( 
 الدكتور برهان الدين سومسطا املاجستري.
 االكتشاف القانوين, والدحقوق األ, والدللألنفسية الحقوق حمافظة الكلمات الرئيسية: 
ثر أنه يخر, ألآ. ومهه كحقوق ةحدها حق حفظ النفسيأوالد حقوق حمافظة األ
 . ستقل زمان املالوالد يف حياة األ
ندونسيا أوالد يف للألالنفسية  حقوق حمافظة كشفالدراسة لي ههذمن قصود امل
اللحث يف  ،والد للألندونسي يف حقوق حمافظة النفسية األ القانون املوضوع: تنظيم حتت
 فيها. والد و حتلي  حكم بروكرسيفلألل يةنفسالنسي يف حمافظة و ندألاالقانون تفسري 
 .تستخدم هذه الدراسة اللحث القانوين املعياري مبنهج تشريعي ومفاهيمي
. وهي جتمع بالتوثيق. واما والثالثية ولية والثناويةاللينات املستخدمة هي اللينات األ
الذي ما التحلي  أاستعمال اللينات هي بالتحرير, والتصنيف, والتليان,  والتحلي . و 
 .يستخدم هو النوعية الوصفية
 والد يفللألالنفسية  هذه الدراسة هي: حقوق حمافظة اللحث من ما نتائجأو  
التنظيم  ١توجد يف فص   والداأل ةلنهي عن املخالفايف  هي: األندونسيقانون التنظيم 
لتصوية املخالف يف او فص  اخلامس يف تنظيم  والداأليف حمافظة  ٢٠١٤سنة  ٣٥منرة 
سنة  ٢٣التنظيم منرة  ٧والد توجد يف فص  للأل سرة: ويف التعريف املخالف النفسياال




 والداأليف امر  ٢٠١١نة س٢ب التنظيم الوزير يف املر املرءة واحملافظة االوالد منرة 
ر مجزء ب التنظيم الوزير يف اوالد توجد ىف اللاب الثاين للأل انواع املخالف يفالضحي: و 
نواع محاية أوالد الضحي: ويف األيف امر  ٢٠١١  سنة  ٢والد منرة األاملرءة واحملافظة 
والد منرة األمر املرءة واحملافظة أجد يف جزء ء التنظيم الوزير يف والد الضحي النفسي تو األ
 .والد الضحياألمر أيف  ٢٠١١سنة  ٢
تصال لك الفصول يعترب وجود اإلذ ، احلكماكتشاف عند تفسري املنظم يف 
تُفسر بتفسريات متعددة التخصصات ما اللفظ الذي غري صريح أبعضهم بعضا, و 
ينتج عن . حتلي  احلكم بروكرسيف وقواعدية تستند إىل الدراسات النفسية واللغة اليومية
التقدمي هلذه الدراسة استنتاج مفاده أن املرتجم الفوري أو املسؤول عن التحلي  القانوين 
 تطليق القانون جيب أال يلتزم فقط بنص التشريع إذا كان يتعارض مع العدالة املوضوعية.
استخدام تفسريات متعددة التخصصات وفًقا لروح القانون التقدمي الذي يؤكد ب  وجود 










A. Konteks Penelitian 
Anak adalah kunci peradaban. Tanpa anak-anak yang baik, eksistensi 
peradaban manusia akan terancam. Sebagaimana orang dewasa, anak juga 
memiliki hak dan kewajiban mereka sendiri. Apabila hak anak dapat diberikan 
dengan baik, maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi orang-orang di 
sekelilingnya.
1
 Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Diperlukan peran 
keluarga, lingkungan, masyarakat dan negara dalam menumbuh-kembangkannya 
dengan baik. Peran beberapa elemen tersebut akan sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan dan masa depan anak.
2
  
Berdasarkan data yang dirilis WHO pada Juni 2020, dikatakan bahwa 
separuh dari semua populasi anak di dunia mengalami kekerasan, baik berupa 
kekerasan fisik, kekerasan psikis atau kekerasan seksual. Beberapa kekerasan 
tersebut sampai mengakibatkan disabilitas bahkan meninggal dunia. Di sana juga 
disebutkan bahwa bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 
telah diupayakan, buktinya sebanyak 88% negara telah mempunyai undang-
undang untuk melindungi anak dari kekerasan. Sayangnya, hanya sekitar 47% 
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Demikian juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam 
laman resminya, juga memuat bahwa kasus pengaduan atas hak pelanggaran anak 
di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2020 masih cukup tinggi. Tercatat ada 
42.565 pengaduan yang masuk ke KPAI. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah 
korban atau pelaku atas hak pelanggaran terhadap anak mencapai 43.017.
4
 Meski 
demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa angka pelanggaran terhadap anak 
di kehidupan nyata lebih tinggi. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran 
terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari yang tidak diadukan ke lambaga 
terkait yang berwenang.  
Di antara bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak 
perlindungan terhadap anak di Indonesia ialah berupa diterbitkannya beberapa 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak perlindungan anak. 
Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang paling 
mutakhir mengenai hak perlindungan anak. Undang-Undang ini sekaligus 
jawaban dari beberapa persoalan mengenai perlindungan anak, terutama mengenai 
pengawasan dan pelaksanaan hak-hak perlindungan anak.
5
 
Di samping itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain 
yang juga mengatur mengenai hak perlindungan anak, seperti  Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan 




 Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perspektif Hak Asasi 





Anak Korban Kekerasan dan beberapa peraturan yang lain. Sebagaimana undang-
undang perlindungan anak, beberapa paraturan perundang-undangan tersebut 
secara subtansial telah disesuaikan dengan Convention of The Right of The Child 




Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan psikis.
7
 Hak 
perlindungan psikis ini nampaknya tidak begitu diprioritaskan dalam regulasi 
hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana beberapa peraturan 
perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur secara spesifik dan 
eksplisit mengenai hak tersebut. Bahkan di dalam undang-undang perlindungan 
anak yang notabene diterbitkan khusus untuk melindungi hak-hak anak, hanya 
menyinggung sedikit mengenai hak pelindungan psikis anak.  
Ketentuan yang mengatur mengenai hak perlindungan psikis anak ialah 
terdapat di dalam Pasal 15a. Yakni: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap 
Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, 
seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Pasal ini 
memiliki kalimat dan diksi yang hampir sama dengan pasal yang lain, yakni pada 
Pasal 54 (1). Perbedaannya pada pasal ini hanya mengatur dalam lingkup 
pendidikan. Adapun bunyi Pasal tersebut ialah: “Anak di dalam dan di lingkungan 
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satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, 
psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, 
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”  
Undang-undang tersebut hanya menyebut bahwa anak harus dilindungi 
dari beberapa macam kekerasan, termasuk di antaranya kekerasan psikis, tanpa 
mendefinisikan apa dan seperti apa bentuk dari kekerasan psikis sama sekali. 
Ketentuan lain di dalam undang-undang tentang perlindungan anak yang 
mengatur mengenai kekerasan psikis juga tidak dapat ditemukan. Padahal undang-
undang perlindungan anak dikatakan merupakan representasi dari pemecahan 
permasalahan perlindungan yang terjadi selama ini. Hal ini tentu akan menjadi 
suatu problem tersendiri mengingat urgensitas hak perlindungan psikis anak 
dalam membantu tumbuh kembang anak yang baik tidak kalah penting dari 
bentuk hak perlindungan anak lainnya, seperti hak perlindungana fisik, materi, 
seksual, keyakinan beragama yang diatur lebih detail di dalam undang-undang 
perlindungan anak. 
Hak perlindungan psikis anak sebenarnya juga diatur di dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan yang lain, seperti di dalam undang-undang 
penghapusan KDRT, namun di dalam undang-undang tersebut hanya mengatur 
dalam lingkup rumah tangga saja. Demikian juga di dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan lainnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai hak perlindungan psikis anak cenderung terlalu umum, atau 





atau hak perlindungan psikis yang tidak diimpelementasikan sangat besar 
terhadap tumbuh kembang anak di masa depan. 
Menurut Fasli Jalal sebagaimana dinukil oleh Jazilatur Rohma, bahwa 
ketika seorang anak lahir ke dunia, ada sekitar 100 Miliyar neutron dalam otak 
anak tersebut yang semuanya berkesinambungan satu sama lain. Hal ini berlaku di 
masa tumbuh si anak dalam beberapa tahun pertamanya. Sel-sel tersebut lalu 
berkembang menjadi triliunan sel yang juga berkesinambungan. Kekuatan dalam 
kesinambungan beberapa sel tersebut yang akan sangat mempengaruhi kecerdasan 
si anak. Masa tersebut berlaku sekitar 4 tahun sejak lahirnya si anak. Di samping 
itu, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa kecerdasan manusia 80% 
dibentuk ketika usianya di bawah 8 tahun.
8
 
Sedangkan dampak yang akan terjadi pada kekerasan psikis karena tidak 
dipenuhinya hak perlindungan bagi seorang anak ialah sangat fatal. Salah satunya 
sebagaimana yang dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permen PPPA) Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Di dalam 
peraturan tersebut dijelaskan bahwa: “Dampak terhadap anak-anak yang 
mengalami kekerasan secara psikis ialah akan menimbulkan gangguan jiwa pada 
anak dari ringan sampai berat antara lain anak menjadi tidak percaya diri dalam 
pergaulan sosial, ketakutan, stress, a-sosial, tidak peduli dengan lingkungan, 
menyendiri, dan lain-lain.” 
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Hal ini diperkuat oleh penelitian Salami yang dinukil dari Lise Gilot 
bahwasanya dari triliunan sel otak di dalam diri seorang anak, miliyaran di 
antaranya bisa musnah seketika hanya karena makian, bentakan dan perkataan 
kasar. Jika dibarengi cubitan, maka dapat memusnahkan puluhan milyar sel-sel 
dalam otak tersebut. Namun sebaliknya, pelukan dan pujian pada anak dapat 
menjadikan sel-sel tersebut berkembang. Dalam jangka panjang, bentakan akan 
menjadikan anak mudah melamun, mudah meluapkan rasa marah, lambat dalam 
memahami sesuatu, dan sebagainya.
9
 
Dalam penelitian yang berbeda, Salami mengatakan bahwa otak manusia 
khususnya seorang anak merespon segala yang ada dan memberi reaksi dengan 
membentuk suatu pola tertentu. Apa saja yang biasa didengar dan dilihat oleh 
seorang anak akan membentuk prilakunya kelak. Seorang anak yang biasa 
dilecehkan, cenderung akan menjadi pribadi yang menarik diri dari lingkungan 
sosial di masa depannya.
10
 
Menurut Sigmund Freud, 5 tahun pertama di dalam hidup seorang 
manusia akan jadi unsur yang sangat menentukan bagaimana kepribadiannya di 
masa depan atau ketika dia dewasa. Karena dalam fase itu, seorang anak 
mengolah pengalaman yang ada dalam kehidupannya menjadi suatu konsep diri. 
Periode inilah yang dinamakan golden ages.
11
 Disebabkan apa yang akan diterima 
seorang anak mempunyai dampak terhadap perkembangan hidupnya, maka sudah 
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semestinya orang tua harus memberikan hak-hak anak yang memang seyogyanya 
didapatkan di masa tersebut.  
Padahal hak anak secara jelas dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 
1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Pasal 28B ayat (2) menjelaskan: 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal tersebut secara 
gamblang menjelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus 
dijamin dan implementasikan. Demikian juga sebagaimana diatur di dalam 
ketentuan umum pada undang-undangan perlindungan anak yang mengatakan: 
“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, 
dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”  
Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) 
yang disepakati pada 20 November tahun 1989 dan telah diratifikasi melalui 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak 
Anak memaparkan bahwa secara umum, hak-hak anak terbagi menjadi 4 (empat) 
kategori, yakni: “(1). Hak untuk kelangsungan hidup (The Right to Survival); (2). 
Hak terhadap perlindungan (Protection Rights); (3). Hak untuk tumbuh kembang 
(Development Rights); (4). Hak untuk berpartisipasi (Paticipation Rights).” 
Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam 
hukum internasional sebagaimana diatur juga dalam Pasal 2 undang-undang 
perlindungan anak adalah: “(1). Prinsip Nondiskriminasi; (2). Prinsip kepentingan 
terbaik bagi anak (Best Interest of The Child); (3). Prinsip hak hidup, 





development); (4). Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect for The 
Views of The Child).”
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Di sisi lain, terdapat beberapa putusan yang mengindikasin bahwa 
kekerasan psikis anak memang bagian dari kekerasan yang harus dihindarkan 
terhadap anak. Hal ini sebagaimana contoh putusan hakim Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur terhadap Fauzi Hasan yang dinyatakan bersalah karena melakukan 
ancaman kekerasan terhadap anak kandungnya. Ini terjadi karena Hasan pergi 
meninggalkan rumah, kemudian kembali, lalu mengambil dan membawa 
dokumen yang salah satunya adalah milik anaknya. Hakim mengkualifikasi hal itu 
sebagai bentuk ancaman psikis terhadap anak karena menimbulkan perasaan 
terancam dan takut. Hakim kemudian menerapkan Pasal 80 Undang-undang 




Contoh yang kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Padang dimana 
seorang ayah kandung dihukum karena menjambak rambut anaknya yang berusia 
12 tahun dengan tangan kanannya sekali, kemudian berkata kasar padanya. 
Ayahnya berkata kepada si anak: “manga kau pacaurik den” (mengapa kamu 
berkata kasar pada saya), yang kemudian dibalas oleh anak tersebut dan berkata: 
”Manga lo den ang agak an” (mengapa pula saya yang kamu atur). Kemudian si 
ayah menarik tangan kanan anaknya hingga dia terjatuh dan juga melayangkan 
tinju padanya sambil berkata: “cubo kau pacaruik an den salali lai, den pijak-
pijak kau” (coba kau berkata kasar sekali lagi padaku, saya injak-inajk kamu)”. 
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Hakim kemudian menghukum si ayah dengan menerapkan pasal 76 C Jo Pasal 80 
ayat (1) dan ayat (4) UU No 35/2014.
14
 
Dari dua putusan di atas, hakim sama-sama mengacu kepada Pasal 80 
Undang-undang Perlindungan Anak. Adapun isi Pasal 80 ialah sebagai berikut: 
“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) 
Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” Adapun Pasal 76C ialah: “Setiap Orang 
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”  
Subtansi dari dua putusan di atas ialah sama, menyangkut kekerasan 
terhadap anak. Dua terdakwa dalam kasus yang berbeda di atas sama-sama 
dipidana dengan Pasal 80 yang notabene mempunyai relevansi dengan Pasal 72C 
yang isinya larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak.  Kemudian, jika 
melihat kasus yang pertama, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang 
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dilakukan oleh ayah adalah kekerasan psikis, sebab ayah tidak melakukan 
kekerasan dalam fisik atau apapun, hanya melakukan sesuatu yang membuat si 
anak terancam. Adapun di kasus kedua, di samping melakukan kekerasan psikis 
berupa ancaman verbal terhadap anak, ayah juga melakukan kekerasan fisik.  
Hal di atas menandakan bahwa hak perlindungan dari kekerasan psikis 
juga merupakan bentuk perlindungan yang wajib diterima oleh seorang anak, 
tidak hanya dalam lingkup umum atau pendidikan, bahkan dalam lingkup 
keluarganya sendiri. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, seperti apakah 
kekerasan psikis yang harus diberikan perlindungannya terhadap anak, apakah 
setiap perbuatan yang membuatnya merasa terancam dikualifikasikan dalam 
bentuk kekerasan psikis, atau hanya perbuatan tertentu saja.  
Dalam hal ini, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tidak memberikan 
penjelasan mengenai definisi dan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai 
kekerasan psikis. Definisi kekerasan psikis baru ditemukan di dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, yakni: “Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. 
Ketentuan Pasal di atas, secara redaksi agar berbeda dengan yang 
terdapat di dalam Poin E Bab I Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, yaitu: “Kekerasan psikis 





tergangungnya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh embang 
anak secara wajar.” 
Secara subtansial, terdapat perbedaan antara dua ketentuan peraturan 
perundang-undangan di atas. Pasal yang pertama menekankan bahwa suatu 
perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis jika hal itu 
menimbulkan penderitaan psikis berat pada anak. Sedangkan di ketentuan yang 
kedua, segala jenis perbuatan yang mengakibatkan terganggunya emosi anak 
dikualifikasin sebagai kekerasan psikis.   
Kemudian juga muncul pertanyaan mengenai bagaimana bentuk 
perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 
terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis sebagaimana beberapa kasus di 
atas. 
Oleh sebab itu, untuk memahami bagaimana peraturan perundang-
undangan di Indonesia mengatur mengenai hak perlindungan anak dari kekerasan 
psikis, dibutuhkan penelitian yang memang didasarkan pada kajian-kajian ilmiah 
hukum. Salah satunya adalah dengan menemukan dan mengklasifikasi beberapa 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan psikis 
anak. Hal itu tentu tidak cukup, mengingat peraturan perundang-undangan yang 
terkadang bersifat terlalu general, tidak spesifik dan berada di suatu lingkup 
tertentu. Maka untuk menafsirkannya, dibutuhkan kajian interpretasi dengan 
metode penemuan hukum. Penggunaan metode penemuan hukum dimaksudkan 
supaya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak perlindungan 





sebagaimana tujuan adanya interpetasi dalam metode penemuan hukum yakni 
untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap 
kurang jelas, terlalu umum dan dikhawatirkan menimbulkan multiinterpretasi.  
Kemudian penafsiran yang telah dihasilkan ditelaah berdasarkan teori 
hukum progresif Satjipto Rahardjo. Kajian berdasarkan teori hukum progresif 
menghasilkan suatu analisa mengenai kajian hukum tentang hak perlindungan 
psikis anak yang memandang bahwa beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut tidak hanya sebagai teks, melainkan memang diciptakan untuk 
kebutuhan manusia. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul: Hak 
Perlindungan Psikis Anak dalam Konsep Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia (Kajian Perspektif Hukum progresif).  
 
B. Fokus Penelitian 
Dari beberapa uraian di atas, agar lebih fokus, di sini penulis merumuskan 
masalah untuk dicari pemecahannya, yakni sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah hak perlindungan psikis anak di dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia? 
2. Bagaimanakah hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundang-









C. Tujuan Penelitian  
Penelitian yang diteliti ini mempunyai tujuan: 
1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di 
Indonesia mengenai hak perlindungan psikis terhadap anak.  
2. Untuk mengetahui analisa teori hukum progresif mengenai peraturan 
perundang-undangan di Indonesia tentang hak perlindungan psikis terhadap 
anak. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang melingkupi manfaat teoritis 
dan manfaat praktis, yakni:  
1.  Manfaat Teoritis 
a. Hasil dari penelitian di sini dapat menjadi acuan dalam hal hak 
perlindungan psikis anak dalam rangka mengembangkan kualitas hidup 
anak di masa depan. 
b. Dapat menjadi informasi yang dapat diaplikasikan sebagai pacuan di 
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhusus yang memiliki 
relevansi dengan hak perlindungan psikis anak. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharap dapat menjadi tambahan wawasan kepada beberapa 
pihak, terlebih para praktisi hukum dalam mengembangkan regulasi yang 





dan detail sehingga dapat disadari urgensitasnya dan dapat 
diimplementasikan subtansinya. 
b. Memberi sumbangsih ilmu pengetahuan secara deskriptif terhadap 
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang punya 
relevansi dengan hak perlindungan psikis anak, sehingga ke depan 
diharap ada jalan terbaik dalam mengembangkan kualitas hidup anak di 
Indonesia, khususnya dalam perlindungan dan pengembangan psikisnya.   
 
E. Orisinalitas Penelitian 
Untuk menunjang bahwa penelitian ini orisinal, penulis melakukan 
pencarian terhadap beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penulis 
menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian penulis, 
berikut penulis paparkan sekaligus letak perbedaan dan persamaannya: 
1. Penelitian oleh Suherman Toha dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan 
Tehadap Anak.” Dalam penelitian ini diuraikan secara detail mengenai sajian 
data berkaitan hal-hal yang merusak aspek fisik atau psikis anak serta 
analisisnya dari segi doktrinal dan indoktrinal hukum. Berdasarkan aspek 
doktrinal, hanya dipaparkan beberapa ketentuan hukum mengenai hak-hak 
yang harus didapatkan oleh seorang anak. Sementara itu berdasarkan analisis 
indoktrinal, Suherman memaparkan beberapa hal yang berdampak pada aspek 
psikis anak yang juga didasarkan pada kajian psikologi anak. Perbedaan 
penelitian tersebut dengan yang dilakukan penulis adalah bahwa dalam 





perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanya pada kaidah umum 
kajian psikologi anak. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis yang 
setiap kajian psikologi anak hanya akan didasarkan pada interpretasi dari 
ketentuan perundang-undangan yang ada.
15
 
2. Penelitian dari Yoyok Ucuk Suyono dengen judul “Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis di dalam Rumah Tangga Dari 
Orang Tua” di dalam Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan.
16
 Dalam 
penelitian ini, Yoyok lebih banyak berbicara mengenai kekerasan secara 
umum, dampak kekerasannya terhadap anak, termasuk di dalamnya 
kekerasan psikis, baru kemudian ancaman hukumnya. Yoyok kemudian 
menyimpulkan bahwa pemecahan persoalan implementasi perlindungan 
hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preemtif dan preventif. Letak 
perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah dalam 
penelitian ini Yoyok hanya berbicara mengenai perlindungan hukum bagi 
anak yang mengalami kekerasan psikis secara hitam putih hanya berdasarkan 
aspek hukum saja. Definisi mengenai kekerasan psikis kurang begitu 
dimunculkan karena memang perundang-undangan membahasnya terbatas. 
Sedangkan dalam penelitian penulis, mula-mula penulis akan memaparkan 
hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundangn-undangan di 
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Indonesia, baru kemudian akan menafsirkannya dengan metode penemuan 
hukum yang acuannya juga akan berdasar pada kajian psikologi anak. 
3. Selanjutnya adalah penelitian Tedy Sudrajad yang berjudul “Perlindungan 
Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif 
Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”.
17
 Terbit di Kanun Jurnal Ilmu Hukum 
pada  Agustus 2011. Dalam penelitian ini Tedy menyimpulkan bahwa 
implementasi mengenai perlindungan hukum anak sebagai bagian HAM di 
dalam persepektif sistem hukum keluarga yang ada di Indonesia masih 
terdapat beberapa kendala seperti berhubungan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada, badan penyelenggara,  badan pembina, anggaran, 
sosialisasi sarana kesehatan dan kepesertaan sehingga hak anak atas 
kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, 
hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas 
kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai Prinsip 
Penyelenggaraan Hak Anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, 
kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat 
anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat. 
Penelitian ini bersifat sangat global karena membahas mengenai perlindungan 
hukum anak dari segala aspek, namun kemudian dikhususkan dan dikaji 
melalui teori-teori yang ada dai dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. 
Oleh sebab itu, secara jelas penelitian ini amat agak berbeda dengan 
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penelitian penulis karena batasan aspek yang dikaji dan perspektif yang 
digunakan juga berbeda. Meski sama-sama mengenai hak perlindungan anak. 
4. Judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten 
Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik” oleh Evi Deliana Hz yang 
diterbitkan di Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1.
18
  Dalam Penelitiannya, 
penulis memang dilatarbelakangi sudut pandang perlindungan psikologis 
anak, namun uraian mengenai hak perlindungan psikologis yang dibahas 
hanya mengenai satu aspek saja, yakni perlindungan dari konten berbahaya 
dalam media cetak dan elektronik. Kemudian dalam pembahasannya, penulis 
juga kurang begitu membahas mengenai dampak-dampak psikologis terhadao 
anak. Penulis hanya mengurai mengenai ketentuan-ketentuan hukum 
sebagaimana judul penelitian. 
5. Kemudian adalah penelitian yang berjudul: “Perlindungan dan Penemunuhan 
Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten 
Banyumas)” yang ditulis oleh Noer Indriati, Suyadi, Khrisnhoe Kartika, 
Sanyoto dan Wismaningsih. Artikel tersebut diterbitkan di Jurnal Mimbar 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
19
 Sebagaimana penelitian 
peneliti, penelitian ini juga membahas mengenai hak perlindungan anak. 
Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan anak yang 
dilakukan terhadap anak buruh migran di Banyumas. Hasil penelitian tersebut 
menyebutkan bahwa dalam hal pemenuhan pendidikan, desa Kedondong 
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yang paling baik (90%), Cihonje  (78,96%), Paningkaban (82,80%). Adapun 
kesehatan daripada enam desa yang ada rata-rata baik. Mengenai pemenuhan 
hak anak seperti uang saku, bermain, pekerjaan di rumah, juga cukup baik, 
sedangkan mengenai keamanan anak juga diperlukan keikut-sertaan 
perangkat dan juga masyarakat. Letak perbedaan dengan peelitian peneliti 
adalah bahwa penelitian tersebut hanya meneliti apakah di suatu daerah 
sebagaimana disebutkan perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah 
dijalankan dengan baik atau tidak, penelitian tersebut tidak berupaya 
mengungkap mengenai isu dan fakta hukum yang berkaitan dengan hak 
perlindungan psikis anak, khususnya dalam keluarga. 
6. Penelitian dengan judul “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di 
Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan di Kota Palu” oleh Burhanudin.
20
 
Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti ialah 
berkenaan dengan kajian mengenai perlindungan hukum bagi anak. Peneliti 
menjelaskan bahwa anak dibawah umur sangat rentan untuk menjadi korban 
kekerasan. Penulis juga mengatakan Undang-Undang ataupun KUHP belum 
sepenuhnya melindungin hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, 
dikarenakan ancamansanksi pidana masih sangat ringan sehingga 
menyebabkan pelaku kekerasan hanyadihukum ringan bahkan bebas dari 
hukuman. Lahirnya undang-undang perlindungan anak memberikan harapan 
yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadikorban kekerasan untuk 
mendapatkan perlindungan. Letak perbedaannya adalah bahwa penulis tidak 
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menyentuh aspek kekerasan psikis, sehingga definisi kekerasan dalam 
penelitian tersebut mengacu pada kekerasan fisik. 
7. Penelitian di Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, terbit 
pada Juli-Desember 2016 dengan judul “Peranan Penyelenggara 
Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak” oleh 
Rini Fitriani. Penelitian ini juga memeliki fokus kajian pada aspek 
perlindungan anak. Penulis juga menjelaskan mengenai bagaimana 
impelementasi peraturan perundang-undangan tehadap pelanggaran terhadap 
perlindungan hak-hak anak, namun lagi-lagi yang membedakan dengan 
penelitian peneliti ialah kajian yang dibahas tidak begitu menyentuh terhadap 
hak perlindungan psikis anak. 
8. Penelitian oleh Laurensius Arliman S dengan judul “Gagalnya Perlindungan 
Anak Sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua 
Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme”.
21
 Penelitian tersebut mengemukakan 
bahwa terdapat beberapa kasus orang tua yang telah gagal di dalam 
melindungi hak anaknya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 
Penulis juga menjelaskan mengenai dua bentuk pemenuhan yang memang 
dibutuhkan oleh seorang anak, yang pertama ditinjau dari aspek perbuatan 
dan yang kedua ditinjau dari peraturan yang sifatnya responsif dan 
memberikan kebahagian pada anak. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini cenderung mengarah pada 
konsep-konsep perlindungan anak berdasarkan hak asasi manusia. Sedangkan 
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penelitian peneliti tidak melulu berbicara mengenai hak asasi manusia. 
Perspektif yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian ini memakai 
madzhab utilitarisme sedangkan peneliti sendiri memakai hukum progresif. 
9. Kemudian penelitian yang diterbitkan di Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.2 
Nov di Tahun 2017 dengan judul “Politik Hukum Perlindungan Anak di 
Indonesia” oleh Desy Maryani.
22
 Dalam penelitian ini Desi menyimpulkan 
bahwa regulasi politik hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia 
dimulai melalui konvensi hak anak yang permulaan berlakunya ialah sejak 
tanggal 5 Oktober 1990 hingga Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. Penulis juga memaparkan bahwa implementasi politik 
hukum mengenai perlindungan anak yang ada di Indonesia dapat dibilang 
masih jauh dengan yang diharapkan. Kemudian penulis memberikan 
rekomendasi bahwa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak yang akan datang dengan upaya 
pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian sebenarnya memiliki kesamaan 
dengan penelitian peneliti dalam aspek rekomendasi. Hal ini karena adanya 
beberapa hipotesa bahwa aturan hukum mengenai perlindungan anak di 
Indonesia tidak begitu menyentuh aspek perlindungan psikis. Perbedaannya 
dengan penelitian peneliti adalah bahwa di penelitian ini juga tidak 
disinggung mengenai hak perlindungan psikis sama sekali. 
10. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Sebagai Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia” oleh  Afif Syaiful 
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Lathif, Djumikasih dan Yenny Eta Widyanti.
23
 Dalam penelitian ini 
dijelaskan bahwa Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan terhadap 
konsumen anak. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi bahwa diperlukan 
adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara undang-undang 
perlindungan konsumen dengan undang-undang perlindungan anak. 
Perbedaan penelitian ini dan penelitian peneliti adalah dalam aspek kajian, 
meskipun sama-sama membahas mengenai hak perlindungan anak, namun 
dalam penelitian ini lebih difokuskan pada hak perlindungan anak sebagai 
konsumen sedangkan dalam penelitian peneliti adalah hak perlindungan anak 
yang lebih difokuskan pada aspek psikis dalam keluarga.  
11. Penelitian yang berjudul “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan 
Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan” ditulis oleh Meilan Lestari 
dan diterbitkan dalam Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, 
Oktober 2017.
24
 Dalam penelitian ini penulis banyak menjelaskan mengenai 
hal-hal dasar seputar hak perlindungan anak. Penelitian ditutup dengan uraian 
prinsip-prinsip hak perlindungan anak dalam keluarga. Persamaan dengan 
penelitian peneliti  adalah bahwa dari segi pembahasan sama-sama 
menyinggung mengenai hak perlindungan anak, namun penelitian peneliti 
lebih fokus kepada hak perlindungan psikis anak. 
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F. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah-pahaman dalam memahami penelitian ini, 
maka di sini penulis merasa perlu untuk menguraikan mengenai definisi dari judul 
yang dipaparkan, yakni sebagai berikut: 
1. Hak Perlindungan Psikis Anak  
Sebagaimana tertera di dalam ketentuan umum undang-undang 
perlindungan anak yang mengatakan: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi 
manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Sedangkan mengenai 
perlindungan psikis anak ialah mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan 
untuk menjaga dan melindungi psikologi anak dari hal-hal yang akan 
menghambat pertumbuhannya sebagai insan yang berkualitas.  
Hak perlindungan psikis anak yang dimaksud adalah beberapa 
ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan 
hak perlindungan psikis anak, seperti di dalam undang-undang perlindungan 
anak, undang-undang penghapusan KDRT dan Permen PPPA tentang 
pedoman penanganan anak korban kekerasan. 
2. Anak  
Definisi anak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum 
undang-undang perlindungan anak: “Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 tahun, termasuk seorang anak yang masih berada di dalam 
kandungan.” Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis hanya akan memfokuskan 





3. Teori Hukum Progresif 
Hukum progresif merupakan bentuk upaya untuk melakukan 
perubahan pada sistem hukum di Indonesia dengan cara pembalikan 
mendasar terhadap teori ataupun pratik hukum. Demikian juga melakukan 
beberapa upaya terobosan. Pembebasan ini mengacu pada suatu prinsip yang 
mengatakan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum 
Progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo.
25
 Hukum progresif yang dicetuskan 
oleh Satjipto Rahardjo ini akan penulis pakai sebagai pisau analisis untuk 
menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah 
dilakukan penafsiran berdasarkan metode penemuan hukum. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan suatu uraian sistematis dan logis 
yang penulisannya ditunjukkan untuk mendeskripsikan struktur penulisan suatu 
penelitian. Adapun sistematika pembahasan di dalam penelitian yang berjudul: 
“Penemuan Hukum dalam Aspek Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia 
Perspektif Hukum Progresif” ini terdiri dari V bab dengan perincian sebagai 
berikut: 
Bab I dalam penelitian ini memuat pendahuluan yang di dalamnya 
terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
definisi istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, penulis menyajikan 
uraian mengenai urgensitas hak perlindungan psikis anak di Indonesia. Penulis 
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juga memaparkan salah satu contoh ketentuan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia yang mengatur mengenai hak perlindungan psikis anak. Di bab ini, juga 
dijelaskan dampak jika hak perlindungan psikis anak tidak diberikan.  
Bab II memuat kajian pustaka yang di dalamnya berupa hak 
perlindungan psikis anak, pengertian anak, pengertian hak anak, prinsip 
perlindungan anak, hak perlindungan psikis anak, sumber hukum dan beberapa 
referensi hukum mengenai hak perlindungan psikis anak. Kemudian juga metode 
penemuan hukum dan teori hukum progresif. Di dalam bab ini, penulis mengurai 
bagaimana bahan hukum primer yang penulis temukan mengatur mengenai hak 
perlindungan psikis anak dan bagaimana kajian bahan hukum sekunder dan tersier 
yang berkaitan dengannya. Penulis juga memaparkan apa yang dimaksud dengan 
hak perlindungan psikis anak serta bagaimana urgensinya. Demikian juga 
bagaimana definisi anak menurut paparan peraturan perundang-undangan dan 
beberapa ahli. Selanjutnya, penulis memaparkan kajian metode penemuan hukum 
secara mendetail. Dalam pembahasan ini, seluruh bagian dari macam-macam 
metode penemuan hukum akan dijelaskan secara runtut dan sistematis. Meskipun 
pada akhirnya hanya tiga metode yang dipakai dalam penelitian. Bab ini juga akan 
menjelaskan mengenai teori hukum progresif yang memuat biografi pencetus 
hukum progresif yakni Satjipto Raharjdo, bagaimana latar belakang hukum 
progresif dan karakteristiknya.    
Bab III berisi metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai jenis 
penelitian, perolehan data, pengumpulan, kualifikasi, pengolahan dan kemudian 





yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian juga dipaparkan bahan hukum yakni 
bahan hukum primer yang memuat semua dasar peraturan perundang-undangan di 
Indonesia yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak dan juga bahan 
hukum sekunder serta tersier dari beberapa pandangan ahli dan kamus hukum. 
Bab ini juga akan memaparkan bagaimana teknik pengumpulan yang dipakai dan 
bagaimana teknik dalam menganalisa bahan hukum. 
Bab IV berisi tinjauan umum mengenai hak perlindungan psikis anak di 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana di dalam undang-
undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan KDRT dan Permen 
PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan dan beberapa 
peraturan yang lain. Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bagaimana 
kajian metode penemuan hukum dalam hal ini interpetasi sistematis, interpretasi 
grmatikal dan interpretasi multidisipliner menafsirkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait. Kemudian dilakukan analisa terhadap beberapa 
kajian tersebut berdasarkan analisa teori hukum progresif Sajtipto Rahardjo. 
Bab V merupakan penutup yang isinya memuat kesimpulan dari 
penelitian yang telah dipaparkan. Kemudian juga diuraikan mengenai impikasi, 















A. Hak Perlindungan Psikis Anak 
1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif di Indonesia  
Anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa. Anak adalah 
karunia dan amanah yang di dalamnya tersimpan harkat, martabat dan hak-
haknya sebagai manusia sehingga setiap anak berhak untuk berkembang untuk 
kelangsungan hidupnya dan harus dihindari dari kekerasan dan diskriminasi.
26
 
Kartini Kartono mendefiniskan anak sebagai manusia yang normal di 
mana usianya masih muda dan mereka sedang dalam tahap penentuan identitas. 
Mereka juga jiwanya masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan 
di sekitarnya.
27
 Dalam definisi yang lebih general, anak diartikan sebagai 
keturunan biologis manusia yang masih kecil dan dilahirkan sebab adanya 
hubungan antara seorang pria dan wanita.
28
 
Menurut Idik Saeful Bahri mengutip dari Nicholas Mc. Bala dalam 
Juvenile Justice System, anak merupakan periode yang ada di awal mula 
kelahiran dan proses kedewasaan manusia, di mana pada masa ini masih dalam 
masa tumbuh kembang dan keterbatasan kemampuan manusia.
29
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Secara hukum adat, Ter Haar mengatakan bahwa dalam menentukan 
seorang manusia masih dikategorikan anak-anak ataupun sudah dewasa bisa 
dilihat dari beberapa hal, salah satunya ialah melihat unsur yang ada pada 
dirinya, apakah anak tersebut sudah kawin, sudah meninggalkan rumah atau 
membangun kehidupannya sendiri.
30
 Namun perlu diingat dalam definisi ini 
Ter Haar nampaknya lebih mengacu pada kebiasaan atau kulture pada 
masyarakat barat, di mana ketika seorang sudah mulai dewasa mereka akan 
meninggalkan orang tuanya dan tinggal sendiri. 
Sementara itu di dalam buku Mengenal Konvensi Hak Anak, Asti 
Novianti Fatonah mengutip dari KHA bahwa anak merupakan mereka yang 
umurnya belum genap 18 tahun mencakup mereka yang masih ada di dalam 
kandungan. Oleh sebab itu menurut Asti, seorang anak membutuhkan 
perlindungan agar mereka dapat tumbuh kembang dengan optimal, baik secara 
fisik, sosial ataupun mental.
31
 
Melalui pendekatan psikologis, anak bisa ditinjau dari dua aspek, 
yakni psikobiologis dan psikoanalisis. Dalam aspek psikobiologis, seorang 
anak sangat bergantung pada faktor keturunan dan apa yang sudah ada pada 
dirinya sejak lahir. Sementara dalam psikososial, definisi anak juga berkaitan 
dengan faktor usia, yakni: (1). Anak, mereka yang masih berusia 12 tahun; (2). 
Remaja dini, mereka yang berusia 12-15 tahun; (3). Remaja penuh, mereka 
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yang ada pada usia 15-17; (4). Dewasa muda, mereka yang ada pada usia 17-
21; (5). Dewasa tua, mereka yang usianya sudah 21 tahun lebih.
32
 
Sementara itu Masganti Sit mengutip bahwa anak-anak memiliki 
perkembangan pada dirinya dalam tiga tahapan. (1). Pada usia 0-6 tahun, di 
mana pada usia ini seorang bayi dapat mengenal dunia secara langsung melalui 
inderanya. Seorang bayi ingin tahu hal-hal yang ada di sekitarnya meskipun 
mereka belum paham alasan di baliknya. (2). Masa kanan-kanak di antara usia 
2-12 tahun. Di masa ini seorang anak sudah mempunyai keterampilan diri 
berupa kemampuan dalam berbicara, membuat abstraksi dan kemerdekaan 
berfikir. (3). Masa anak akhir pada usia 12-15 tahun. Pada fase ini adalah 
tranisisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam tahapan ini, 
keterampilan diri seorang anak akan meningkat sehingga mereka juga akan 
dapat melakukan tugas yang sifatnya teoritis dan verbal.
33
   
Secara sosiologis, seorang anak diartikan sebagai ciptaan Allah yang 
memiliki status sosial yang posisinya lebih rendah dari orang lain tempatnya 
berinteraksi. Sementara definisi anak di dalam sistem hukum di Indonesia 
belum ada keseragaman antar peraturan perundang-undangan yang ada.
34
  
Dari beberapa pemaparan di atas dapat diambil suatu gambaran bahwa 
definisi mengenai anak sangat beragam. Para ahli cenderung mendefinisikan 
anak sesuai dengan kepakaran dan perspektif masing-masing. Namun pada 
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dasarnya, hal tersebut mengacu pada faktor usia, kematangan bertindak dan 
harapan masa depan. 
Sedangkan anak di dalam Islam, terdapat beberapa istilah yang 
digunakan baik di dalam Al-Qur’an ataupun di dalam hadis. Berikut istilah 
anak yang terdapat di dalam Al-Qur’an: “al-Gula>m” (sebagaimana yang 
terdapat di dalam dalam QS. As- Shaffat: 101 dan QS. Maryam: 7); “al-Banu>n  
atau “al-Ibnu” (sebagaimana yang terdapat di QS. Al- Kahfi: 46, QS. Luqman: 
13, QS. Ali Imron: 14); “al-Aula>d” atau “al-Wala>d” (seperti yang disebutkan 
di QS. At-Taghabun: 14-15, QS. Al-Anfal,  QS. Al-Balad: 3). Adapun di dalam 
hadis Nabi, istilah untuk mengemukakan anak lebih sering memakai: al-
Ghula>m, al-Aula>d, al-Walad, al-Maulu>d, al-Bani>n, al-Ibnu dan terkadang juga 
memakai “al-T{iflu”.35 
Sementara itu di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 
terdapat beragam definisi mengenai anak. Masing-masing peraturan memiliki 
pengertian tersendiri mengenai anak. Perbedaan tersebut khususnya ada pada 




a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45: Dalam penuntutan pidana 
terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan 
sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: 
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan terhadap orang tuanya, 
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walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan 
yang bersalah supaya diserahkan terhadap pemerintah tanpa pidana 
apapun;... 
b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330: “Belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 
tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum 
umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan 
belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan 
orang tua, di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana 
diatur dalam bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam bab ini. 
Penentuan istilah belum dewasa yang dipakai dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan terhadap orang pribumi.” Pemerintah Hindia Belanda 
juga telah mengeluarkan staatblad pada 21 September 1917 dengan N0. 
738 L.N. 1917-1938 yang kemudian dicabut dan diganti/ditambah dengan 
staatblad tanggal 31 Januari 1931 dengan N0. 54 L.N. 1931-1954 dan 
betul-betul dibentuk sebagai interpretasi yang resmi (walaupun bukan 
bentuk yang luwes), yakni: 
1) Jika di dalam peraturan-peraturan, undang-undang “minderjarig” 
yang dimaksud di sini (golongan pribumi): orang yang belum 
mencapai usia 21 tahun dan belum telah kawin.   
2) Jika perkawinan tersebut bubar sebelum mencapai usia 21 tahun, 





3) Adapun maksud perkawinan oleh ordonantie ini ialah bukan 
perkawinan pada anak-anak, melainkan perkawinan di antara anak-




c. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan di Pasal 1 
ayat 28 menyebutkan bahwa: “Anak adalah setiap orang yang berumur di 
bawah 18 (delapan belas) tahun.”  
d. Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 
34 yang menyatakan bahwa: “Pemilih adalah warga negara Indonesia yang 
sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau 
sudah pernah kawin.” 
e. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Pasal 1 
yang menyebutkan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”  
f. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 
angka 2: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun 
dan belum pernah kawin.” 
g. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 
ayat 3: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 2 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 
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Kemudian pada ayat 4 yakni: “Anak yang menjadi korban tindak pidana 
yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 
(deapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Kemudian di 
Pasal 5 mengenai saksi yakni: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana 
selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang 
suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.” 
h. Undang-undang No. 23 tahun 2002 telah diubah oleh Undang-undang No. 
35 thun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1ayat 1: “Dalam Undang-
undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
i. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 
menyatakan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” 
j. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni “Anak 
didik pemasyarakatan adalah: 
1) Anak pidana yaitu anak yang berdasar putusan pengadilan menjalani 






2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan pada negara tidak untuk dididik dan ditempatkan di Lapas 
anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 
3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling 
lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.” 
k. Undang-undang No. 2 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 menyatakan: “Anak adalah seorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan.” 
l. Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4, 
“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” 
m. Di dalam yurisprudensi tetap mengenai batas kedewasaan, tidak ada 
keseragaman. Sebagaimana di dalam putusan MA No. 53K/Sip/1952 pada 
tanggal 1 Juni 1952, anak berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa dalam 
perkara yang ada di daerah Bali. 
n. Di dalam putusan MA No. 601 K/1976 tertanggal 18 November 1976, 
anak yang berumur 20 tahun sudah dianggap dewasa dalam perkara yang 
ada di daerah Jakarta. 
o. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana diratifikasi dengan 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi 





umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak 
kedewasaan dicapai lebih awal.” 
p. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98: “Batas usia anak yang mampu 
berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak 
bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan.” 
Uraian di atas merupakan bunyi beberapa peraturan perundang-
undangan mengenai definisi anak. Pengertian anak di dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia lebih banyak mengacu kepada batasan usia 
anak. Sehingga definisi anak lebih terukur dan mudah ditentukan. Namun 
demikian, masing-masing peraturan perundang-undangan mempunyai acuan 
tersendiri mengenai batasan usia anak yang ideal. Hal ini disebabkan 
berbedanya latar belakang dibuatnya masing-masing peraturan dan belum 
adanya sinkronisasi yang menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan 
di Indonesia. 
Adapun batas awal umur sebagai permulaan usia seorang terdapat 
dalam mukaddimah Deklarasi Hak Anak dinyatakana bahwa “Anak karena 
ketidak-mampuan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan 
pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan 
sesudah kelahiran”. Hal tersebut sejalan dengan undang-undang tentang hak 












Batasan Usia Anak dalam Hukum Positif 
 
No Peraturan Batas Usia 
Kedewasaan 
Keterangan 
1 Undang-undang No. 35 Tahun 
2014 tentang perubahan atas 
Undang-undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak 
18 tahun  
- 
2 Undang-undang Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 
18 tahun  
- 
3 Kompilasi Hukum Islam 21 tahun  
- 
4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak 








5 Undang-undang No. 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan 


















6 Konvensi Hak Anak sebagaimana 
diratifikasi dengan Keputusan 
Presiden No. 36 Tahun 1990 
tentang Pengesahan Konvensi 
Hak-Hak Anak 




7 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana 
16 tahun - 
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8 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata 






9 Undang-undang No. 2 tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
18 tahun - 
10 Undang-undang No. 44 tahun 
2008 tentang Pornografi 
18 tahun  
- 
11 Undang-undang No. 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan 
18 tahun - 
12 Undang-undang No. 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak 
Di atas 2 tahun 




13 Undang-undang No. 13 tahun 
2003 tentang Ketenaga-kerjaan 
18 tahun - 
14 Undang-undang No. 7 tahun 2017 



































Batasan Usia Anak dalam Yurisprudensi 
 
No Putusan Batas Usia 
Kedewasaan 
Keterangan 
1 Putusan MA No. 53K/Sip/1952 
tanggal 1 Juni 1952, 
 
15 tahun Untuk 
perkara yang 
ada di daerah 
Bali. 
2 Putusan MA No. 601 K/1976 
tanggal 18 November 1976, 
20 tahun Untuk 
perkara yang 
ada di daerah 
Jakarta 
 
Adapun usia dewasa di dalam Islam sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Zakariya Ahmad Al-Barry untuk seorang laki-laki ialah tanda-tandanya 
ialah ketika dia sudah berusia 12 tahun atau ketika sudah berusai 9 tahun bagi 
perempuan. Apabila dari usia tersebut belum muncul tanda-tanda, maka 
dewasanya ada pada usia 15 tahun.
39
 Pandangan ini mengacu pada kajian Islam 
klasik dimana seorang akan dianggap sudah dewasa ialah ketika dia sudah 
menstruasi, adapun hal itu biasanya terjadi setelah umur yang disebutkan. 
Apabila ternyata belum menstruasi di usia tersebut, maka secara otomatis 
seorang laki-laki atau perempuan akan dianggap dewasa ketika sudah berumur 
15 tahun dan berakal. 
Mengenai hal ini, terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama 
madzhab. Imam Hanafi berpendapat bahwa usia sempurna bagi seorang laki-
laki adalah 18 tahun dan bagi seorang peremuan ialah 17 tahun. Kemudian 
Imam Syafi’i, Imam Hanbali dan Abu Yuuf (Murid dari Imam Hanafi) 
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mengatakan usia sempurna bagi laki-laki ataupun perempuan ialah 15 tahun. 
Adapun dari kalangan Malikiyyah terdapat dua pandangan: sebagian 




2. Pengertian Hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia 
Secara literal, kata “Hak” sebagaimana tertera di dalam aplikasi 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik 
Indonesia memiliki arti: “milik; kepunyaan: seperti perkataan barang ini adalah 
hak-mu.”  
Secara perdata, setiap manusia mempunyai hak di dalam dirinya. Hal 
itu berlaku sejak ia dilahirkan sampai kemudian di meninggal.
41
 Seperti halnya 
hak asasi manusia pada orang dewasa, anak juga memiliki hak, meskipun isu 
mengenai hak anak tidak segencar isu hak asasi manusia pada orang dewasa. 
Hal tersebutlah yang berakibat kepada banyaknya pelanggaran yang terjadi 
terhadap hak-ahak anak tersebut. 
Bentuk kecil pelanggaran tersebut sebagaimana adanya paradigma 
bahwa anak adalah kepunyaan orang tuanya secara penuh sehingga orang tua 
bebas melakukan apapun terhadap anak, termasuk untuk melakukan sesuatu 
yang tidak masuk akal. Paradigma ini juga akan menjadikan orang tua berpikir 
bahwa anak tidak memiliki hak sehingga orang tua atas memiliki kehendak 
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atas setiap yang akan dilakukan oleh anak.
42
 Padahal hak anak di dalam sistem 
hukum di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 
(2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Hal ini sebagaimana di dalam ketentuan umum undang-undang perlindungan 
anak yang disebutkan: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara.” 
Kemudian juga di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia 
Pasal 52 menjelaskan bahwa: “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh 
orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi 
manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh 
hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Oleh sebab itu pemenuhan terhadap 
anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan tidak hanya oleh 
pihak keluarga, melainkan harus didukung dan difasilitasi secara penuh oleh 
negara. 
Adapaun hak anak di dalam Islam, Mukhoiruddin berpandangan 
bahwa secara umum terbagi menjadi 5 bagian yakni: hak atas beragama, hak 
atas pemeliharaan akal, hak atas pemeliharaan harta, hak atas pemeliharaan 
jiwa dan yang terkahir hak atas pemeliharaan keturunan.
43
 Pandangan ini 
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nampaknya dianalogikan pada asas-asas yang terkandung dalam maqashid 
syariah. 
3. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia 
Di dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan anak sebenarnya 
telah diadopsi di dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B yang 
menyebutkan: “Anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh 
berkembang serta mendapat perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.” 
Hal tersebut kemudian diteruskan di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum.”  
Sementara di dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang perlindungan 
anak mengatakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Mengenai perlindungan anak, terdapat juga asas-asas yang 
mengaturnya. Asas perlindungan anak di dalam hukum positif di Indonesia 
tertera di dalam undang-undang perlindungan anak Pasal 2 yakni: 
“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 





b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak.” 
Beberapa prinsip di atas sebenarnya banyak yang merupakan 
aktualisasi dari amanat konstitusi dan prinsip yang tercantum pada Kovensi 
Hak Anak. Sebagaimana prinsip non diskriminasi yang tercantum di dalam 
Konvensi Hak Anak Pasal 2, yakni: “ 
1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang 
dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam 
yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa 
menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat 
politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, 
harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang 
tua anak atau wali hukum anak; 
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk 
menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau 
hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau 
kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga 
anak.” 
Prinsip ini mengharuskan semua elemen baik negara ataupun keluarga 





ras, agama, bahasa, pandangan politik, kewarganegaraan, kecatatan, status 
sosial dan lain sebagainya.
44
 
Dalam prinsip tersebut jelas mengatakan bahwa semua elemen dan 
didukung negara yang telah meratifikasinya harus menjaga agar seorang anak 
dihindarkan dari segala macam bentuk diskriminasi apapun. Pelanggaran atas 
hal tersebut kemudian dimuat di dalam undang-undang perlindungan anak 
Pasal 77:  “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: 
a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami 
kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi 
sosialnya; atau 
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit 
atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 
Prinsip selanjutnya adalah kepentingan terbaik bagi anak (The best 
interest of the child), maksud dari prinsip ini adalah bahwa segala sesuatu yang 
berkaitan dengan anak harus dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang 
terbaik baginya. Hal ini juga harus didukung oleh negara. Negara juga harus 
menjamin adanya pemeliharaan dan perlindungan yang sedemikian rupa 
dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi atau fasilitas yang 
berkaitan dengan anak harus menyesuaikan diri berdasarkan prinsip tersebut.
45
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Sedangkan prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
(the right to life, survival and development) ialah mengandung konsep bahwa 
seorang anak memiliki hak kelangusngan hidup untuk berkembang pada 
dirinya. Oleh sebab itu, orang tua dan negara harus menjamin hal tersebut. 
Prinsip ini juga mencerminkan keadaan yang tidak bisa dibagi sebagaimana di 
dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
46
  
Di dalam prinsip tersebut juga mengandung perintah bahwa semua 
elemen harus menjamin beberapa hal yang melekat pada anak yang sebenarnya 
juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan seperti perihal 
perkembangan fisik di dalam Pasal 27 paragraf 3 dan Pasal 26, mengenai 
perkembangan mental, khususnya dalam hal pendidikan di Pasal 28 dan 29, 
termasuk di antaranya pendidikan terhadap anak-anak yang cacat di dalam 
pasal 23, kemudian mengenai perkembangan spiritual dan moral dalam Pasal 
14, lalu perkembangan sosialnya, khususnya hak anak untuk mendapatkan 
informasi, bersetikat dan menyatakan pendapat di dalam Pasal 12, 13 dan 17, 




Prinsip selanjutnya mengenai penghargaan terhadap pendapat anak 
(Respect for the views of the child), maksudnya bahwa pendapat seorang anak 
yang berkaitan dengan setiap lini kehidupannya juga harus diperhatikan. 
Negara dalam hal ini  juga harus menjamin bahwa anak bebas menyatakan 
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pendapatnya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan hidup anak tersebut. 
Pendapat anak juga harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan 
si anak.
48
 Prinsip tersebut tertera di dalam Pasal 12 KHA. Prinsip ini adalah 
prinsip sifatnya sangat urgen dan esensial karena aplikasinya mempunyai 
relevansi dengan interpretasi beberapa pasal lainnya.
49
 
Mengenai prinsip perlindungan anak di dalam Islam ialah berbeda 
dengan prinsip perlindungan anak yang dianut dalam hukum positif di 
Indonesia. Prinsip perlindungan anak berdasarkan Islam tidak dijabarkan 
secara runtut dan khusus sebagaimana di dalam hukum positif. Terdapat 
cakupan yang sangat luas dan biasanya mengatur pada beberapa aspek tertentu 
yang masing-masing punya prinsip yang tidak sama. 
Sedangkan perlindungan anak di dalam Islam agak berbeda dengan 
prinsip perlindungan anak yang terkandung di dalam hukum positif. Di dalam 
Islam, prinsip perlindungan anak tidak hanya mengacu pada hak-hak anak yang 
mengedepankan rasionalitas dan aspek kebebasan sebagaimana hukum positif. 
Dalam Islam prinsip perlindungan anak juga mengacu pada aspek ukhrawi. Hal 
ini sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S. Al-Qassas Ayat 77: 
                 
                
                  
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“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 





Dari ayat tersebut secara implisit dapat disimpulkan bahwa segala 
sesuatu dalam Islam tidak hanya mengacu pada aspek duniawiyah saja, 
melainkan juga mengacu pada aspek ukhrawi. Hal ini juga berlaku dalam hal 
prinsip perlindungan anak. Di sini, aspek ukhrawi lebih diutamakan. 
Aspek ukhrawi dalam prinsip perlindungan anak sebagaimana 
tercantum di dalam Q.S. At-Tahrim Ayat 6 yakni: 
                  
                  
               
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 





Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin 
dalam hal ini orang tua atau pemimpin keluarga harus menjaga anggota 
keluarganya dari api neraka. Ini berarti bahwa orang tua atau pemimpin 
keluarga punya kewajiban untuk menjaga mereka agar tidak masuk neraka dan 
anggota keluarganya punya hak agar dijaga dari api neraka. 
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Adapun prinsip dalam aspek dunyawiyah bagi seorang anak 
sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S. Al-An’am Ayat 151: 
....                       
    
“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami 
akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka.”
52
 
Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh membunuh anak-
anak mereka sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyyah sebelum Islam. 
Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan bahwa Allah-lah yang akan 
memberikan rejeki. Maka di sini menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk 
memberikan rejeki tersebut kepada anak-anaknya. 
Prinsip perlindungan di dalam Islam yang lain yakni seperti hak anak 
untuk mendapat pendidikan sebagaimana di dalam Q.S. Luqman Ayat 13-19, 
kemudian hak anak untuk memperoleh asupan gizi yang baik seperti Q.S. Al-
Baqoroh Ayat 233, demikian juga beberapa ayat lainnya.
53
  
Di dalam hadis yang lain, Islam juga memberikan janji kepada orang 
tua yang memberikan hak anak dengan baik dengan pahala syurga seperti yang 
tertera dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, Rasulullah 
mengatakan:  
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حدثنا ابو احسن حممد بن احلسني العلوي انا احلسن بن احلسني بن منصور 
سليمان الرازي نا مطر بن السمسار نا حامد بن حممود املقري نا اسحاق بن 
خليفة عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم : َما ِمْن ُمْسِلٍم َيُكْوُن َلُه اِبْ َنَتاِن فَ ُيَحسِ ُن اِلَْيِهَما َما َصِحبَ ُهَما َوَصِحَبَتاُه ِاالَّ 
 اَْدَخَلَتاُه اْْلَنَّةَ 
Telah menceritakan kapada kita Abu Ahsan Muhammad bin al-Husain al-
Alawi, menceritakan kepada kita al-Hasan bin al-Husain bin Mansur al-
Samsar, menceritakan kepada kita Hamid bin Mahmud al-Muqri, menceritakan 
kepada kita Ishaq bin Sulaiman al-Rozy, menceritakan kepada kita Mathor bin 
Kholifah dari Syarhabil bin Said dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa telah 
bersabda Rasulullah Saw: “Tidak ada dari seorang muslim yang punya dua 
orang anak, lalu dia memperlakukannya dan saling bergaul dengan cara yang 




4. Hak Perlindungan Psikis Anak di dalam Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia  
Di dalam hukum positif di Indonesia, aturan mengenai hak 
perlindungan anak banyak diatur di dalam beberapa peraturan perundang-
undangan. Bahkan terdapat regulasi khusus mengenainya, seperti undang-
undang perlindungan anak. Aturan mengenai hak perlindungan anak juga 
terdapat di dalam undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 
undang-undang kesejahteraan Anak dan beberapa undang-undang yang lain. 
Namun hal yang menyangkut hak perlindungan psikis anak nampaknya di 
dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak begitu banyak 
dijumpai. 
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya, terdapat aturan yang 
mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, namun ketentuan mengenai hak 
perlindungan psikis anak tidak disinggung sama sekali. Hanya terdapat aturan 
yang sifatnya sangat general sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (3) yang 
menyebutkan bahwa: “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;”  
Demikian juga di dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 45 
yang hanya menyebut: “ 
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya  
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” 
Bahkan di dalam undang-undang perlindungan anak, peraturan yang 
memang dibuat sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hak-hak 
seorang anak, aturan mengenai hak perlindungan psikis anak hanya disinggung 
dalam beberapa kata saja, sebagaimana dalam Pasal 15a. Yakni: “Kekerasan 
adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 





 Kemudian juga di Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi: “Anak di dalam dan di 
lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak 
Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang 
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 
pihak lain.” Di dalam undang-undang tersebut, aturan mengenai hak 
perlindungan psikis anak hanya terdapat di dua Pasal saja dengan penyebutan 
yang juga sangat gerenal. 
Di samping itu, undang-undang tentang perlindungan anak juga mengatur 
mengenai peranan pemerintah agar ikut andil dalam upaya perlindungan psikis 
anak, sebagaimana di dalam Pasal 59: “ 
1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada 
Anak. 
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada: 
a. Anak dalam situasi darurat; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
f. Anak yang menjadi korban pornografi; 





h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 
j. Anak korban kejahatan seksual; 
k. Anak korban jaringan terorisme; 
l. Anak Penyandang Disabilitas; 
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan 
kondisi Orang Tuanya.” 
Di dalam pasal di atas, sebagaimana disebutkan di dalam poin i dapat 
ditemukan bahwa anak korban kekerasan fisik/psikis masuk di dalamnya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak korban kekerasan psikis 
termasuk dalam salah satu unsur yang wajib dilindungi oleh pemerintah, baik 
pemerintah daerah, pusat, atau instansi atau lembaga yang berkewajiban. 
Hal tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan pasal 59A yang 
berbunyi: “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: 
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara 
fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan 
kesehatan lainnya; 
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak 





d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.” 
Pasal di atas memberikan penjelasan mengenai maksud dari bentuk 
perlindungan seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 59 ayat (1) sebagaimana 
disebutkan sebelumnya. 
Wujud perlindungan yang harus dilakukan kemudian dibahas di dalam 
Pasal 69: “Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau 
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan 
melalui upaya: “ 
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan 
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.” 
Penjelasan mengenai bentuk kekerasan psikis bagi anak tidak dibahas 
dengan mendetail. Padahal pembahasan mengenai perlindungan psikis dan 
akibatnya apabila tidak diaplikasikan sangat signifikan terhadap tumbuh 
kembang dan masa depan anak. Bahkan jika tidak dipulihkan bisa lebih parah 
dari tidak diaplikasikannya hak material dan hak perlindungan fisik bagi anak. 
Seharusnya, undang-undang perlindungan anak yang notabene mengatur secara 
khusus mengenai perlindungan anak di Indonesia dapat memberikan 
perlindungan yang menyeluruh, seimbang dan mendetail terhadap anak. 
Kenyataannya, ketentuan dalam aturan tersebut tidak begitu jelas dan sangat 






Regulasi mengenai hak perlindungan psikis anak yang lebih mendetail 
baru dapat ditemukan di dalam undang-undang penghapusan KDRT pada Pasal 
5 yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam 
rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :  
a. kekerasan fisik;  
b. kekerasan psikis;  
c. kekerasan seksual; atau  
d. penelantaran rumah tangga.”  
Kemudian diperjelas dengan Pasal 7 mengenai pengertian kekerasan 
psikis, yakni: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang.” Undang-undang ini memang secara 
spesifik tidak dikhususkan pada anak, namun karena anak juga termasuk 
sebagai orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebut di dalam 
Pasal 5, maka ketentuan ini juga mencakup seorang anak. 
Pengertian mengenai kekerasan psikis dalam hukum positif di 
Indonesia juga tertera di dalam Permen PPPA tentang pedoman penanganan 
anak korban Kekerasan dalam Poin B mengenai bentuk kekerasan terhadap 
anak menjelaskan bahwa: “Kekerasan Psikis; merupakan tindakan kekerasan 
yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak 
sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun 





menggertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, 
mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak 
wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol 
atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan keagamaan yang 
diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.”  
Di dalam Permen PPPA tersebut yang menjelaskan bentuk kekerasan 
psikis terhadap anak bahwa intimidasi yang salah satunya mengancam dan 
menakuti anak termasuk dalam bentuk kekerasan psikis yang melanggar hak 
perlindungan psikis anak dalam keluarga. Atau seperti yang termuat dalam 
Pasal 7 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
mengenai hilangnya rasa percaya diri. Frasa dari dua ketentuan di atas tidak 
memuat secara lengkap mengenai perbuatan apa saja yang masuk dalam 
kualifikasi dari intimidasi atau suatu perlakukan terhadap anak yang akan 
menyebabkan dia akan kehilangan kepercayaan dirinya.  
Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan 
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hak perlindungan psikis anak 
di Indonesia tidak diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan 
yang secara khusus mempunyai relevansi dengan hak perlindungan anak. Di 
sisi lain, ternyata tedapat beberapa peraturan perundang-undangan yang juga 
mengaturnya, meskipun beberapa ketentuan di dalamnya ada yang bersifat 







B. Metode Penemuan Hukum 
1. Pengertian Penemuan Hukum 
Rechtsvinding (penemuan hukum) berasal dari bahasa Belanda yang 
memiliki arti penemuan hukum. Recht berarti hukum, sedangkan vinding 
memiliki arti penemuan.
55
 Menurut Sudikno Mertokusumo Istilah “penemuan 
hukum” terkadang acapkali dipermasalahkan oleh beberapa pakar mengenai 
istilah yang lebih tepat, apakah dengan istilah “pelaksanaan hukum”, 
“penerapan hukum”, “penciptaan hukum” atau “penerapan hukum”. 
56
 
Penemuan hukum merupakan metode atau cara untuk menghasilkan 
suatu hukum yang mana aturan hukum atau peraturan perundang-undangan 
mengenainya sudah ada, namun kurang begitu jelas untuk diterapkan. 
Keharusan dalam menemukan hukum baru kadang ada ketika bukan saja 
aturan yang ada tidak jelas, tapi kadang tidak ada.
57
 
Penemuan hukum bukan ilmu baru, namun telah lama dipraktekkan 
oleh Hakim, pembentuk undang-undang dan para sarjana hukum yang 
bertugas memecahkan permasalahan hukum. Bahkan tidak jarang para sarjana 
hukum melakukan penemuan hukum secara reflektif. 
58
 Di dalam hukum 
perdata di Indonesia, konsep penemuan hukum ini bisa terjadi ketika ada 
suatu peristiwa yang tidak dapat ditemukan suatu aturan tertulis di dalam 
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peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini Hakim memiliki 




Menurut J.A. Pontier sebagaimana dikutip Jasim Hamidi, dalam 
penemuan hukum ini, hukum harus diarahkan untuk memberi jawaban pada 
pertanyaan mengenai hukum dalam kejadian hukum yang konkret di 
masyarakat. Hakim harus dapat mengarahkan interpretasi undang-undang 
sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Tidak semua hukum dapat 
ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Otoritas publik yang 
mempunyai wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan 
bukanlah satu-satunya sumber hukum. Hal ini karena juga terdapat hukum 
tidak tertulis. Maksud dari hukum tidak tertulis adalah aturan yang timbul 
dari kecemasan masyarakat berupa pandangan mengenai pergaulan sesama 
warga, pandangan mengenai moral dan kesopanan demikian juga pandangan 
mengenai kelayakan dan kewajaran.
60
 
Berdasarkan beberapa ulasan pakar sebagaimana dipaparkan 
sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa penemuan hukum merupakan 
langkah yang harus diterapkan oleh Hakim, penegak hukum atau bahkan 
sarjana hukum ketika berhadapan dengan suatu norma hukum yang tidak 
begitu jelas atau terhadap suatu kasus yang di sana belum diatur oleh hukum. 
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2. Alasan Penemuan Hukum 
Setiap undang-undang sifatnya ialah statis. Ketentuan di dalamnya 
tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga hal 
itu dapat memunculkan kekosongan hukum.
61
 Peraturan perundang-undangan 
yang telah dibentuk oleh pembuat hukum tidak selamanya dapat menjadi 
solusi terkait persoalan yang terjadi dan berkembang di kalangan masyarakat. 
Terkadang terdapat persoalan yang masih belum diatur di dalam peraturan 
perundang-undangan, atau sudah diatur, tetapi tidak begitu lengkap dan jelas. 
Di samping itu, seorang Hakim tidak diperkenankan untuk menolak setiap 
perkara yang masuk terhadapnya, maka Hakim harus menggali, memahami 
dan mengikuti nilai-nilai yang berkembang sehingga dapat membuat putusan 




Peraturan perundang-undangan juga kadang tidak dirancang sebegitu 
dinamis sebagaimana perkembangan sosial yang ada di masyarakat. Oleh 
sebab itu acapkali muncul kekosongan hukum atau kekosongan peraturan 
perundang-undangan. Kelemahan peraturan perundang-undangan seperti ini 
yang kemudian mengharuskan adanya penemuan hukum.
63
  
Sebagaimana yang dipaparkan Jazim Hamidi yang mengatakan 
bahwa peraturan perundang-undangan itu kerap kali tidak jelas, statis, tidak 
lengkap dan kadang tidak mengakomodir perkembangan yang ada di 
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masyarakat, hal itu kerapkali menimbulkan suatu ruang yang kosong dan bisa 
dilakukan oleh seorang Hakim dengan menemukan hukumnya melalui 
penjelasan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.
64
  
3. Sumber Penemuan Hukum 
Sumber penemuan hukum di sini ialah tempat atau sumber bagi 
subjek dalam penemuan hukum dapat menemukan hukum. Adapun sumber di 
dalam penemuan hukum ialah aturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, 
yuris-prudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Ada herarki di 
dalam sumber hukum. Maka, apabila terdapat konflik pada salah satu sumber 
tersebut, yang didahulukan adalah yang lebih tinggi. Sumber hukum yang 
lebih tinggi dapat melumpuhkan yang tingkatannya lebih rendah.
65
 
Di dalam penemuan hukum, undang-undang selalu diprioritaskan 
dari sumber yang lain. Apabila hendak mencari suatu hukum atau arti sebuah 
kata, maka hendak dicari di dalam aturan perundang-undangan terlebih 
dahulu, sebab undang-undang bentuknya tertulis, bersifat otentik dan 
menjamin kepastian hukum. Undang-undang tidak dapat ditafisrkan 
bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Terlebih jika aturan dalam 
undang-undang tersebut sudah jelas. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo 
mencontohkan sebagaimana kata “kontrak”. Apakah yang dimaksud kata 
kontrak? Jika berdasar pada doktrin seperti yang dikatakan Subekti, maka 
kontrak adalah perjanjian tertulis. Tetapi definisi kontrak ini sebenarnya bisa 
dilihat di dalam KUHPerd Bab II Buku III yang berbunyi “Perikatan yang 
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lahir dari perjanjian atau kontrak.” Jadi kontrak berdasarkan KUHperd adalah 
perjanjian obligatoir. Sebab meskipun di sana tidak ada definisi yang jelas 




Dari sini dapat dikatakan bahwa undang-undang merupakan sumber 
hukum yang paling utama, namun Sudikno Mertokusumo menambahkan 
bahwa undang-undang dan hukum tidak identik. Membaca undang-undang 
tidak hanya membaca katanya saja (naar de letter van de wet), namun juga 
harus mencari arti dan tujuan di dalamnya. Maka membaca undang-undang 
juga harus membaca konsideran dan penjelasannya, demikian juga undang-
undang lain yang punya relevansi dengan undang-undang tersebut.
67
 
Selanjutnya apabila di dalam peraturan perundang-undangan tidak 
ditemukan, maka dicarilah di dalam hukum kebiasaan. Kebiasaan dapat 
menjadi hukum kebiasaan apabila kebiasaan itu dianggap mengikat. Hal ini 
terjadi apabila suatu perilaku dilakukan berulang dalam waktu lama, dan ada 
keyakinan secara umum bahwa perilaku itu memang secara objektif patut 
dilakukan dan bahwa dengan melakukan itu seseorang punya keyakinan 
bahwa di sedang melakukan kewajiban hukum. Untuk menemukan ialah 
dengan cara bertanya kepada masyarakat sekitar yang dianggap tahu.
68 
Langkah selanjutnya ialah mencari di dalam yurisprudensi. 
Yurispredensi dalam hal ini juga mempunyai arti pandangan ahli yang dianut 
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oleh Hakim dan dituangkan di dalam putusannya. Pada dasarnya yang dicari 
di dalam putusan ialah kaidah hukum yang terkandung di dalamnya.
69
 
Adapun doktrin ialah pendapat para ahli dan itu juga merupakan 
sumber hukum juga. Sebab hukum tidak hanya berupa kaidah atau norm, 
namun juga berwujud prilaku manusia. 
4. Penemuan Hukum dalam Aturan Hukum di Indonesia 
Dalam pandangan Nurmin K. Martam sebagaimana dikutip dari 
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dewasa ini hukum mulai bergeser 
sesuai dengan perkembangannya, disebabkan karena beberapa hal yakni:
70
 
a. Asas keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat harus menjadi 
pacuan hukum 
b. Pembuat undang-undang acapkali tidak mengikuti perkembangan sosial 
yang ada di masyarakat yang bergerak begitu cepat, sehingga undang-
undang cenderung tertinggal 
c. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada. 
Sifat dari undang-undang hanya memberikan algemeene richtlijnen 
(pedoman umum) saja. 
d. Undang-undang cenderung tidak sempurna, acapkali terdapat beberapa 
kosa kata yang multitafsir, oleh sebab itu Hakim harus melakukan 
interpretasi dan pemberian makna 
e. Undang-undang cenderung tidak lengkap, selalu ada kekosongan hukum, 
oleh sebab itu seorang Hakim harus mengisinya dengan melakukan 
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kontruksi hukum dengan argumentum a contrario, analogi dan 
rechtsverfijning 
f. Sesuatu yang dianggap patut dan masuk akal bagi suatu kasus tertentu 
dianggap dapat berlaku terhadap kasus lain yang sama. 
Meski demikian sebenarnya penemuan hukum di Indonesia bukanlah 
hal baru, konsep ini sudah diatur di dalam konstitusi Republik Indonesia. Di 
dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 24 ayat 
(1) berbunyi: “Kekuasaan Hakim yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”  
Demikian juga di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang 
Kekuasaan Kehakiman di Pasal 27 disebutkan: “Hakim sebagai penegak 
hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup di masyakarat.” Bunyi dalam Pasal ini tetap tidak diubah 
meski telah mengalami perubahan di Undang-undang Nomor 35 tahun 1999. 
Hal itu diteruskan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Dalam 
menjatuhkan putusan, Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat.” 
Kemudian di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang 
paling baru terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
Tahun 2009: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 






5. Pelaku Penemuan Hukum 
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa penemuan hukum 
aadalah suatu proses yang lazimnya digunakan oleh seorang Hakim dan 
aparat hukum yang lain yang bertugas dalam menerapkan hukum yang 
sifatnya umum pada periwstiwa hukum yang konkret.
71
 Berdasarkan hal 
tersebut penemuan hukum adalah suatu metode yang biasanya digunakan 
oleh Hakim, Advokat, Polisi, Jaksa dan beberapa elemen lain seperti Notaris. 
Namun kemudian Sudikno melanjutkan bahwa yang lebih sering berpotensi 
untuk melakukan penemuan hukum adalah profesi Hakim. Hal tersebut 
disebabkan karena Hakim selalu dihadapkan konflik atau persitiwa yang 
konkret yang harus diselesaikan.
72
 Di samping itu, penafsiran atau penemuan 
hukum yang dilakukan oleh Hakim ialah yang menuju kepada penerapan 
suatu aturan hukum terhadap peristiwa konkret di dalam masyarakat.
73
 
Kemudian Sudikno Mertokusumo juga melanjutkan bahwa seorang 
pembentuk undang-undang juga akan dihadapi dengan proses penemuan 
hukum. Hasilnya ialah berupa interpretasi otentik yang umumnya akan 
dituangkan di dalam ketentuam umum dan juga Pasal 1 undang-undang. 
Demikian juga seorang Dosen atau peneliti akan melaksanakan penemuan 
hukum yang sifatnya teoritis. Seorang peneliti atau Dosen di dalam penulisan 
karya atau pembahasannya akan melakukan penemuan yang sifatnya teoritis. 
Hasil hukum dari penemuan hukum Dosen atau peneliti bukan merupakan 
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hukum karena tidak mempunyai kekuataan mengikat, melainkan akan 
menjadi doktrin atau sumber hukum.
74
 Dari sini dapat dilihat bahwa proses 
penemuan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum serta pembentuk 
Undang-undang dan yang dilakukan oleh seorang Dosen atau peneliti itu 
berbeda. Penemuan hukum yang dilakukan oleh subjek yang disebutkan 
pertama akan menjadi hukum, sedangkan yang dilakukan oleh subjek yang 
kedua hanya menjadi doktrin atau sumber hukum. 
6. Macam-macam Metode Penemuan Hukum 
Dalam pandangan Achmad Ali seperti yang dikutip oleh Yudha 
Bhakti Ardhiwisstra, terdapat dua metode dalam penemuan hukum yang bisa 
dilaksanakan oleh Hakim di dalam peradilan, yakni:
75
 
a. Interpretasi Hukum 
Interpretasi secara istilah adalah penafsiran. Dalam makna yang 
lebih mendalam ini diartikan sebagai penjelasan bagi semua istilah dari 
perjanjian jika ada pengertian yang tidak jelas atau ganda sedangkan para 
pihak memberikan pengertian yang tidak sama terhadap hal tersebut atau 
bahkan tidak memberikan pengertian apapun. Oleh sebab itu tujuan dari 
interpretasi adalah memberikan penjelasan dari maksud para pihak 
tersebut sesuai dengan kata-kata yang digunakan. 
Berkaitan dengan penafsiran, muncul sebuah pertanyaan apakah 
di antara pembuatan hukum dan suatu penafsiran hukum muncul secara 
tajam dan ketat atau tidak. Apabila jawaban dari pertanyaan tersebut 
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mengatakan bahwa penafsiran hukum muncul secara tajam dan ketat 
maka penafsiran hukum berada di bawah kedudukan hukum. Hal ini 
memiliki arti bahwa interpretasi hukum tidak boleh melampaui batas 
yang sudah dibentuk oleh pembuat hukum. Aliran ini sejalan dengan 
aliran dogmatik hukum, legal positivism dan normatif hukum yang 
menanggap bahwa teks hukum memiliki otonom mutlak. Jika di antara 
penafsiran hukum dan pembuatan hukum tidak ada pemisahan secara 
tajam dan ketat maka hukum akan dianggap sebagai suatu pedoman yang 
bisa ditepis. Hal ini mengacu pada aliran realisme yang menolak untuk 




b. Kontruksi Hukum  
Kontruksi hukum ialah satu yang akan dilakukan seorang Hakim 
di saat berhadapan dengan kekosongan pada undang-undang (wet 
vacuum) atau kekosongan hukum (rechts vacuum) yakni Hakim harus 
menggali dan menemukan hukum yang berkembang di tengah 
masyarakat. Sebab seorang Hakim tidak boleh menolak perkara yang 
masuk kepadanya dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur.  
7. Metode Interpretasi Hukum 
Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa di dalam penelitian ini 
penelitia hanya akan menggunakan tiga interpretasi di dalam menafsirkan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hak perlindungan 
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psikis anak. Tiga interpretasi tersebut adalah interpretasi gramatikal, sistemais 
dan multidisipliner. Hal itu karena tiga macam interpretasi tersebut dianggap 
paling relevan. Namun di sini tetap akan diuraikan beberapa macam metode 
interpretasi sebagaimana yang dikutip Nurmin K. Martam dari Sudikno 




a. Interpretasi Gramatikal 
Penafsiran secara gramatikal atau taalkunding ialah menafsiran 
teks peraturan perundang-undangan dari sisi bahasa atau secara istilah. 
Menurut Sudikono mertokusumo, di dalam penafsiran ini, hukum akan 
ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa yang dipakai sehari-
hari.
78
 Demikian juga dapat dilakukan dengan menggunakan kamus 
bahasa Indonesia yang resmi atau meminta suatu penjelasan dari seorang 
ahlu di bidang bahasa. 
Interpretasi gramatikal atau penafsiran secara bahasa menurut 
JA Pontier bahwa suatu kalimat dapat memainkan peranan yang amat 
penting dalam menentukan makna dari teks undang-undang. Teks harfiah 




b. Interpretasi Historis 
Penafsiran historis ialah penafsiran yang dilakukan dengan 
mencari tau atau meneliti mengenai sejarah dari peraturan perundang-
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undangan terkait, sebab setiap undang-undang pasti memiliki sejarah 
mengapa aturan tersebut dibentuk. Beberapa ahli berpendapat bahwa 
dalam hal ini terdapat dua macam: (1). Penjelasan berdasarkan sejarah 
hukumnya, artinya untuk mendapatkan suatu pemahaman yang jelas, 
Hakim menelaah sejarah terbentuknya undang-undang tersebut; (2). 
Penafsiran yang didasarkan pada sejarah penatapannya. Di sini Hakim 
dapat melakukan studi historis mengapa undang-undang atau Pasal 
tersebut diterapkan. Di sini seorang Hakim atau elemen lain dapat 
meneliti mengenai berita acara konsensus antara pembentuk undang-
undang, surat-surat, memo, serta dokumen lainnya. Ini dapat dilihat dari 




Menurut Sudikno Mertokusumo interpretasi historis berdasarkan 
terjadinya dengan melakukan peneltian terhadap sejarah terjadinya. Hal 
tersebut mencakup dua hal: penafsiran berdasarkan sejarah hukumnya 
dan penafsiran berdasarkan sejarah terjadinya undang-undang.
81
 
c. Interpretasi Sistematis 
Penfasiran ini ialah penafsiran yang merelevansikan antara satu 
Pasal dengan beberapa Pasal yang lain di dalam peraturan perundang-
undangan yang sama ataupun yang berbeda.
82
 Interpretasi sistematis ini 
membuka peluang pemecahan hukum dengan pola sistematisasi hukum. 
sebagaimana untuk memecahkan arti suatu undang-undang, maka 
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d. Interpretasi Sosiologis 
Ialah penafsiran dengan melihat keadaan dan perkembangan 
masyarakat saat itu. Seorang Hakim wajib mencari tujuan sosial yang 
baru di dalam Pasal tersebut apabila isi dari teks peraturan perundang-
undangan sudah sewaktu dibuat sudah dianggap tidak sesuai.
84
 
e. Interpretasi Otentik 
Penafsiran ini merupakan penafsiran resmi yang dilaksanakan 
oleh pembentuk undang-undang atau oleh lembaga atau lembaga yang 
ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Biasanya 




f. Interpretasi Interdisipliner 
Penafsiran ini merupakan suatu metode penafsiran dalam suatu 
kasus yang harus melibatkan beberapa disiplin hukum yang lain seperti 
hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara demikian juga 
hukum internasional. Dalam memutuskan suatu hukum, Hakim mengacu 
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g. Interpretasi Hukum Multidisipliner 
Intrepretasi hukum multidisipliner adalah kebalikan dari 
interpretasi hukum interdisipliner. Dalam interpretasi hukum 
interdispliner, ketentuan-ketentuan dalam hukum dianalisis berdasarkan 
disiplin ilmu hukum secara intensif dan tidak melibatkan cabang ilmu 
yang lain. Sementara interpretasi hukum multidisipliner ialah di mana 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ditafsirkan berdasarkan 
cabang ilmu yang lain. Di sisi lain, seseorang memebutuhkan verifikasi 
dari cabang ilmu yang lain untuk merumuskan suatu konsepsi dari 
ketentuan hukum. Fauzan mengutip dari Yudha Bhakti mengatakan 
bahwa interpretasi hukum ini di kemudian hari akan sangat sering 




Menurut Muwahid, Interpretasi hukum multidisipliner adalah 
metode penafisran yang biasa digunakan dalam menangani perkara 
dengan mempertimbangkan berbagai kajian di luar bidang hukum. Pada 
praktiknya, dalam konteks kehakiman, Hakim akan menghadirkan saksi 
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8. Metode Konstruksi Hukum 




a. Argumentum Per Analogium (Analogi) 
Dalam metode ini seorang Hakim dapat mencari suatu esensi 
yang sifatnya lebih umum dari suatu peristiwa hukum yang sudah diatur 
oleh peraturan perundang-undangan ataupun belum diatur. Melalui 
metode ini seorang Hakim akan menggali peraturan umum dari peraturan 
yang sifatnya lebih khusus untuk mendapatkan asas-asas hukum yang 
terkandung di dalamnya. Dari peraturan umum itu nantinya akan diambil 
konklusi peristiwa khusus, yakni suatu peraturan perundang-undangan 
yang pada dasarnya tidak diatur pada peristiwa tertentu, namun hal itu 
mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang. Hal itu berarti bahwa 
metode ini akan memberikan suatu penafsiran terhadap aturan hukum 
dengan mengkiaskan kata-kata sesuai asas hukumnya, sehingga peristiwa 
hukum yang pada awalnya tidak dimasukkan di dalamnya menjadi dapat 
dimasukkan dan dianggap sejalan dengan aturan tersebut. 
b. Argumentum a Contrario 
Dalam metode ini adalah metode yang memberikan ruang 
kepada Hakim untuk menafsirkan melalui pertimbangan bahwa jika 
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peraturan perundang-undangan melakukan penetapan tertentu terhadap 
suatu peristiwa tertentu, itu mempunyai arti bahwa peristiwa itu hanya 
terbatas pada persitiwa itu, dan bagi peristiwa di luar itu, berlaku 
sebaliknya. Pada intinya metode ini mengedepankan suatu penfasiran 
yang berlawanan denagn yang sebaliknya. 
c. Rechtsvervijning 
Rechtsvervijning ialah metode penyempitan hukum. Alasan 
mengapa metode ini harus dilakukan adalah karena acapkali norma yang 
terkandung di dalam undang-undang sifatnya terlalu umum dan luas 
ruang lingkupnya. Di sinilah Hakim harus mempersempit arti yang ada di 
dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 
 
C. Teori Hukum Progresif 
1. Biografi Satjipto Raharjo 
Nama lengkap beliau adalah Satipto Raharjo. Nama panggilannya 
adalah Pak Tjip. Beliau lahir pada 15 Desember 1930 di Karanganyar, 
Banyumas, Jawa Tengah. Satjipto Raharjo menamatkan pendidikan di 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1960. Kemudian di tahun 1972 
beliau ikut program visiting scholar di California University selama setahun 
untuk menggali lebih dalam mengenai law and society.
90
  
Beliau kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Fakultas 
Hukum Universitas Diponegoro. Di samping mengajar di Pascsarjana 
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Universitas Dipenegoro, beliau juga mengajar di Universitas Indonesia, 
Universitas Gajah Mada, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan menjadi 
pembicara pada beberapa acara internasional.
91
  
Prof Tjip sebagaimana panggilannya pernah menjabat sebagai Ketua 
Program Doktor Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai Ketua 
yan pertama kali menjabat beliau mempunyai andil yang cukup besar dalam 
menjalankan program multy-entry yang memungkinkan orang di luar lulusan 
hukum dapat ikut dalam program ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai 
anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).Satjipto 




Ada cukup banyak karya beliau di bidang hukum. Adapun beberapa 
karya beliau ialah sebagai berikut: Negara Hukum yang Membahagiakan 
Rakyatnya, Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, Hukum Progresif Sebagai 
Dasar Pembangunan Ilmu Hukum,dalam buku Menggagas Hukum Progresif 
Indonesia, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Hukum 
Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku 
Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Ilmu Hukum; Pencarian, 
Pembebasan dan Pencerahan, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan 
Pilihan Masalah, Membedah Hukum Progresif, Sisi-sisi lain dari Hukum di 
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Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Biarkan Hukum 
Mengalir, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, 
Hukum dalam Jagat Ketertiban, Hukum dan Perubahan Sosial, Membangun 
dan Merombak Hukum Indonesia, Ilmu Hukum, Hukum dan Perilaku, Hukum 
Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesiai dan Hukum dan Perilaku Hidup 
Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. 
2. Definisi Hukum Progresif 
Progresif berasal dari bahasa Inggris progressive dengan arti: 
“favouring new, modern ideas (policies); hapening or developing steadily”
93
 
Di Indonesia kemudian berubah menjadi progresif. Di dalam kamus besar 
bahasa Indonesia progresif sendiri memiliki arti: “Ke arah kemajuan; 
berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik); kemudian 




Hukum progresif berangkat dari suatu asumsi bahwa hukum bukan 
merupakan institusi yang final dan mutlak, sebab hukum selalu ada di dalam 
langkah untuk terus berproses (Law as proses, law in making).
95
  Hukum 
progresif merupakan usaha untuk melakukan perubahan dalam hukum di 
Indonesia dengan melakukan pembalikan mendasar terhadap teori ataupun 
pratik hukum, demikian juga melakukan beberapa upaya terobosan. 
Pembebasan ini mengacu pada suatu prinsip yang mengatakan bahwa hukum 
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ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum ada juga bukan untuk dirinya 
sendiri, tetapi untuk suatu yang sifatnya lebih luas yakni untuk kebahagiaan, 
kemuliaan, harga diri manusia dan kesejahteraan.
96
 
Hukum progresif adalah hukum untuk pembebasan, baik secara 
teoritis ataupun praktis, agar hukum bisa mengalir begitu saja dalam 
menuntaskan pengabdiannya pada manusia dan kemanusiaan. Karena 
memang tujuan hukum adalah untuk keadilan dan kesejahteraan.
97
 Secara 
definitif dapat dilihat bahwa hukum progresif ada untuk memperbaiki tatanan 
hukum yang bercorak positivistik, formalistik dan legalistik yang dirasa kerap 
mencidrai keadilan dan cita-cita dari hukum itu sendiri. 
3. Latar Belakang Gagasan Hukum Progresif 
Satjipto Raharjo menggagas hukum progresif pada tahun 2002. 
Gagasan ini muncul karena kualitas penegakan hukum (law enforcement) di 
Indonesia yang memprihatinkan, khususnya setelah reformasi pada tahun 
1998. Menurut Satjipto Raharjo apabila adanya hukum dimaksudkan untuk 
memecahkan permasalahan masyarakat dengan ideal, maka yang dialami saat 
ini ialah bertolak belakang dengan cita-cita tersebut. Gagasan ini muncul juga 
karena aliran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang 
direalisasikan di Indonesia dianggap kurang memuaskan.
98
 
Sebagaimana dinukil Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, kata 
positivis berasal dari positivisme dalam aranah falsafah. Kata ini berkembang 
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di Eropa Kondinental melalui dua eksponen: August Comte (1798-1857) dan 
Henri Saint-Simon (1760-1825). Secara prinsipil positivisme merupakan 
suatu paham yang menuntut setiap metodologi dalam menemukan kebenaran 
supaya menjadikan realitas sebagai sesuatu yang sifatnya eksis dan harus 
dipisahkan dari semua prakonsepsi metafisis yang sifatnya subjektif.  Konsep 
ini kemudian juga dianut di dalam pemikiran hukum, dimana positivisme 
menginginkan dipisahkannya pemikiran metayuridis tentang hukum seperti 
pemikiran beberapa ekesponen hukum kodrat.
99
 
Di dalam pidatonya ketika mengakhiri masa jabatannya sebagai 
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Satjipto raharjo 
mengatakan bahwa pandangan hukum yang legalistik-positivistik dan rule 
bound akan menjadikan hukum yang sifatnya kompleks menjadi tatanan yang 




Positivisme telah menjadikan hukum sebagaimana sketsa 
matematika. Persoalan hukum yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan 
berdasarkan teks yang tertulis di peraturan perundang-undangan, mengkristal 
pada posisi binernya suatu teks kemudian pembaca harus paham pada 
keadaan tersebut dan tidak diperkenankan berpikir sesuatu yang berbeda. Hal 
ini sebagaimana yang terjadi di Indonesia dimana seorang Hakim harus 
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memutus suatu perkara hanya berdasar pada teks yang ada di dalam Undang-
undang atau mengutamakan hukum yang tertulis sebagai sumber.
101
   
Pandangan tersebut akan mengarahkan Hakim hanya sebagai 
terompet undang-undang. Dimana Hakim hanya akan tunduk pada teks yang 
ada di dalam undang-undang, meskipun kadang bertolak belakang dengan 
nilai-nilai keadilan. Menurut Achmad Ali pandangan ini dikumandangkan 
oleh Baron de Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755) dengan diksi: 
“The Judge as la bouche de la looi,as the mouthpiece of the law”. Pandangan 
ini nampaknya tetap populer dan berlaku hingga kini, demikian juga kalimat 




Salah satu contoh nyata dari praktik hukum yang seperti ini 
sebagaimana digambarkan oleh Suteki ialah bagaimana kasus Lanjar, pria 
asal Jawa Tengah yang istrinya tewas tapi kemudian malah dia yang dipenjara 
dengan Anggodo dalam kasus markus sistem komunikasi radio terpadu 
departemen kehutanan yang kemudian menyeret pimpinan KPK (bibit dan 
Candra). Dari dua kasus tersebut Suteki memberikan tanggapan bahwa 
sampai saat ini masih banyak ketidak-adilan yang muncul disebabkan oleh 
ritual legalitas fromal dengan cara discriminate, measure and categorize.
103
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Hukum progresif bertolak belakang dengan aliran hukum positif 
yang berkembang saat ini. Dalam aliran hukum positif yang digunakan adalah 
analytical jurisprudence dengan mengacu terhadap premis dalam peraturan 
dan juga logika. Oleh karenanya dalam ilmu hukum positif kebanaran ada 
pada peraturan perundang-undangan. Aliran hukum positif melihat hukum 
sebagai pasal-pasal. Inilah yang kemudian dikritik oleh hukum progresif, 
karena pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak akan dapat 
mendeskripsikan hukum yang begitu kompleks. Ilmu yang tidak dapat 
menguraikan kebenaran yang begitunkompleks dari realitas-empirik tentu 
dapat diragukan sebagai ilmu hukum yang sebenarnya (genuine science).
104
 
Mukhidin mengatakan bahwa teori hukum progresif mempunyai 
keterkaitan dengan teori-teori lain sebelumnya, salah satunya ialah teori 
hukum responsif yang dicetuskan oleh Philippe Nonet & Philip Selznick, 
teori hukum hukum realis atau legal realism yang tokohnya adalah Oliver 
Wendell Holmes, teori sociological jurisprudence oleh Roscoe Pound, hukum 
alam (natural law), dan studi hukum kritis (critical legal studies) yang 
ditokohi Roberto M. Unger
105
 Namun apakah teori hukum progresif 
dipengaruhi oleh teori hukum tersebut atau tidak, hal tersebut tidak 
disebutkan. 
Menurut Mukhidin, hadirnya hukum progresif dapat menjadi jalan 
keluar dari terpuruknya hukum yang ada di Indonesia. Hal ini karena hukum 
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progresif dapat menjadi pembebas dari cara kerja hukum yang konvensional 
yang diwarisi oleh aliran hukum positif dengan prosedur dan doktrinnya yang 
formal dan prosedural yang hanya akan melahirkan keadilan yang sifatnya 
formal, tidak menyentuh pada aspek subtansial.
106
 
Hal tersebutlah sebagaimana yang dinukil Ari Wibowo kerap 
menjadikan hukum yang diberlakukan jauh dari keadilan. Dalam 
impelementasinya hukum acapkali lebih berpihak pada pada rakyat kelas atas 
daripada mereka yang berada di bawah. Sebab aparat penegak hukum tidak 
bisa dipisahkan dari kepentingan penguasa dalam law enforcement. Itulah 
mengapa hukum bisa diarahkan kepada kepentingan tertentu.
107
 
Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan Raja, melainkan 
suatu sarana untuk menjabarkan rasa kemanusiaan yang dampak dan 
manfaatnya akan menjadi rahmat terhadap manusia dan dunia. progresivisme 
juga tidak ingin hukum dijadikan teknologi yang tidak memiliki nurani, tetapi 
suatu alat yang mengacu pada moral kemanusiaan.
108
 Oleh karena itu, dalam 
pandangan Ridwan, sebagaimana hukum progresif memaknai kepastian 
hukum tidak hanya menyangkut hukum yang tertulis, tetapi juga berkaitan 
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4. Karakteristik Hukum Progresif 
Karakteristik hukum progresif sebagaimana yang dirumuskan oleh 
Sudjito ialah sebagai berikut:
110
 Pertama, hukum progresif merupakan hukum 
yang menolak adanya pandangan mengenai hukum otonom yang 
menganggap bahwa hukum sudah final dan sudah tidak dapat lagi diganggu 
gugat. 
Sebagaimana dipaparkan Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum 
otonom mempunyai karakteristik mendukung model of rules, keteraturan dan 
keadilan dimana dalam hal ini tidak menjadikan keadilan subtansif sebagai 
tujuan utama, ketaatan pada hukum yang berarti bahwa harus taat secara 
sempuran kepada hukum positif dan kritik kepada hukum harus diaplikasikan 
dalam agenda politik, kemudian yang terakhir adalah hukum harus terpisah 
dari politik.
111
 Dengan demikian hukum progresif mempunyai karakter bahwa 
keadilan subtansif yang berdasar pada tujuan sosial di masyarakat harus 
didahulukan daripada hukum itu sendiri. 
Kedua, Hukum memprioritaskan “The search for justice” dan 
mengakomodir hal-hal yang sifatnya meta-yudicial. Hal ini jelas berbeda 
dengan positivisme hukum yang memisahkan spekulasi mengenai unsur 
metafisik dan hakikat di dalam hukum. Positivisme mencoba membatasi 
hukum dari segala unsur yang ada di balik hukum dan dapat mempengaruhi 
hukum. Adapun relevansi hukum dan moral, para positivis mengaku bahwa 
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Menurut Satjipto Raharjo,  seharusnya dalam membaca Undang-
undang tidak hanya sekedar mengeja kalimatnya, namun juga harus memberi 
makna pada teksnya. Maka kepastian hukum bukanlah sesuatu yang 
sederhana, sebab teks peraturan perundang-undangan yang dikatakan tidak 
boleh ditambah dan dikurangipun masih diberi makna yang lain. Penerapan 
hukum dengan cara kerja seperti mesin itu tidak akan memperdulikan resiko 
yang akan terjadi nantinya.
113
 
Kepastian hukum ini menurut Satjipto Raharjo merupakan produk 
dari hukum itu sendiri atau lebih khusus kepastian hukum merupakan produk 
undang-undang. Ketika datang suatu hukum maka di sana datang kepastian 
hukum. Ini akan menjadikan beban yang sangat berat yang ada pada pundak 
hukum. Keyakinan dan pemahaman yang deimikian punya resiko dapat 




Di dalam hukum progresif, posisi keadilan berada di atas teks 
peraturan perundang-undangan. Mendewakan kepastian hukum akan sangat 
beresiko mengikis subtansi keadilan. Jika keadilan telah menjadi kesepakatan 
bersama, maka seharusnya itu bisa menjadi penggerak semua hal-ihwal umat 
manusia. Keadilan harus diwujudkan dalam segala lini kehidupan, khususnya 
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Ketiga, Salah satu tujuan hukum progresif ialah membongkar tradisi 
kontruksi yang biasanya dijadikan dasar utama  dalam putusan Hakim, sebab 
hukum progrsif menghadapkan mukanya terhadap “completenss, adequacy, 
fact, actions and powers”. Ini diterapkan supaya hukum bisa sesuai dengan 
kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. 
Keempat, hukum progresif mengupayakan supaya hukum dinilai dari 
tujuan sosial dan juga akibat realisasi hukum. Ini berarti dari asas hukum 
yang tiga, yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, 
hukum progresif lebih mengutamakan poin yang kedua dan ketiga daripada 
yang pertama. Keadilan dan kemanfaatan dalam hukum lebih diutamakan 
daripada sekedar kepastian hukum. Sebab keduanya lebih mencerminkan 
tujuan sosial masyarakat yang dicita-citakan bersama.  
Corak dalam menuntut supaya aparat berani melakukan penafsiran 
pasal-pasal menjadikan hukum progresif dapat memecahkan kebutuhan dan 
persoalan hukum bangsa selama ini. Jika hal tersebut dilakukan dengan 
proses yang benar, maka idealitas law enforcement di Indonesia akan sejajar 
dengan upaya bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Idealitas 
tersebut dapat menjauhkan dari ketimpangan hukum yang tidak bisa 
dikendalikan seperti yang terjadi saat ini. Manusia menciptakan hukum tidak 
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hanya untuk kepastian, namun juga untuk keadilan, kesejahteraan dan 
kebahagiaan.
116
    
Kelima, hukum progresif menempatkan manusia berada di atas 
regulasi hukum. Unsur yang ada pada manusia seperti compassion, emphaty, 
sincerety, edification, commitment, dare dan determination dianggap lebih 
urgen daripada peraturan yang ada. Maka menurut Sudjito hukum progresif 
setuju dengan adagium: “Berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka 
dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik.” 
Keenam, hukum progresif mempunyai kritik yang subtansial kepada 
pendidikan hukum, pembuatan, realisasi dan juga penegakan. 
Ketujuh, hukum progresif mengandung progresivisme yang 
mencakup beberapa unsur yang mempunyai relevansi dengan manusia dan 
hukum, baik yang terjadi sekarang atau yang akan terjadi di masa depan. 
Konsep tersebut mencakup: Pertama, sejak awal manusia memiliki sifat baik. 
Maka hukum progresif mempunyai kewajiban untuk mengembangkan 
kebaikan tersebut. Dengan demikian hukum progresif menjadi instrumen 
dalam menyebarkan kebaikan kepada manusia. Kedua, hukum progresif 
merupakan konsep hukum yang penuh dengan nilai-nilai moralitas. 
Bentuknya bertujuan dalam menegakkan keadilan, kebahagiaan dan 
kesejahteraan umat manusia.  
Oleh sebab itu hukum progresif akan peka terhadap segala macam 
perubahan pada manusia dan hukum yang ada. Kepekaan membuat hukum 
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progresif akan tampil dengan penuh keberanian untuk membebaskan manusia 
apabila mereka berada pada perubahan negatif dan situasi yang buruk. Ketiga, 
tipe hukum ini menolak status quo jika ternyata keadaan tersebut 
menyebabkan dekadensi, korupsi dan kerugian terhadap kepentingan rakyat. 
Hal ini menjadikan hukum progresif tampil kreatif dan berani di dalam 
mencari format, asas, ide dan juga aksi yang sesuai dalam melakukan 
perubahan terhadap status quo. Jika diperlukan bahwa boleh melaksanakan 
rule breaking kepada hukum yang cacat dan menciderai rasa keadilan di 
dalam masyarakat. Hukum progresif juga dimungkinkan melakukan rule 
making dalam mengisi dan mengatasi kekosongan hukum untuk 
merealisasikan keadilan. 
Menurut Satjipto Raharjo mempertahankan status quo ialah 
sebagaimana pendapat orang bahwa hukum adalah parameter dari segalanya. 
Manusia ada untuk hukum. Berhukum yang demikian adalah tipe dan ciri 
formalistik, positivsitk dan legalistik yang mana jika peraturan sudah berkata 





D. Kajian Psikologi Mengenai Kekerasan Psikis Anak  
1. Pengertian Psikologi 
Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yakni 
“psyche” yang memiliki arti jiwa, kemudian dikombinasikan dengan kata 
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“logos” yang berarti pengetahuan. Artinya secara istilah psikologi adalah 
ilmu pengetahuan yang membahas mengenai jiwa, baik berupa gejala yang 
ada, proses ataupun latar belakang terjadinya.
118
 
Menurut Mogan dkk, psikologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai 
prilaku manusia dan juga binatang. Sedangkan Bimi Wasgito mengatakan 
bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa, di mana jiwa 
termanifestasi dalam tingkah laku ataupun aktivitas, baik motorik, kognitif 
ataupun emosi.
119
 Kemudian psikologi sendiri terdiri dari banyak cabang 
ilmu, baik psikologi perkembangan, psikologi konselling dan klinis, psikologi 
komunikasi, psikologi kpribadian dan lain sebagainya. 
2. Psikologi anak 
Adapun psikologi anak ialah masuk dalam bagian dari psikologi 
perkembangan yang menelaah mengenai bagaimana proses perkembangan 
seorang anak. Adapun psikologi perkembangan sendiri mencakup banyak 
bidang seperti psikologi anak, kemudian psikologi remaja, psikologi orang 
dewasa dan ada juga psikologi lansia.  Pembahasan psikologi perkembangan 
lebih banyak berbicara mengenai faktor yang dapat mempengaruhi proses 
perkembangan di dalam diri manusia.  
Mengenai kajian dari psikologi perkembangan pada seorang anak 
ialah terletak pada kejiwaan anak secara penuh sebagai person (bukan 
kejiwaan anak sebagai mahluk sosial di masyarakat). Psikologi anak tidak 
menelaah mengenai gejala kejiwaan anak satu persatu secara terpisah, tetapi 
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menelaah gejala kejiwaan anak sebagai totalitas. Atinya, ketika yang dibahas 
adalah perkembangan motorik dari seorang anak, maka juga akan membahasa 
mengenai aspek perkembangan lainnya yang ada pada diri anak. Hal ini 
disebabkan perkembangan anak  yang punya sifat integral sehingga masing-
masing aspek perkembangaannya saling berhubungan satu dengan lainnya.
120
 
3. Prinsip Perkembangan Anak 
Pada dasanya perkembangan seorang anak mengikuti hukum atau 
prinsip yang ada dan berlaku secara umum sebagaimana perkembangan 
manusia. Prinsip atau hukum perkembangan anak dapat diaplikasikan sebagai 
dasar dalam menentukan apakah dalam perkembangan anak terdapat 
penyimpangan atau tidak. Prinsip ini juga dapat digunakan untuk 
memprediksi bagaimana perilaku anak. Di samping itu, prinsip ini juga 
bermanfaat agar orang-orang di sekeliling anak baik orang tua atau guru dapat 




Adapun prinsip perkembangan yang aktif itu ada pada diri anak 
sendiri. Perkembangan bukanlah suatu proses yang selalu dipengaruhi oleh 
faktor external anak. Setiap gejala dari perkembangan anak juga diberi corak 
tertentu dan kendalikan oleh kemauan anak, bakat dan pembawaannya. 
Pribadi dan watak dari seorang yang sudah dewasa selalu dipengaruhi oleh 
pengalaman  masa lalunya, terlebih mengenai pengalaman mereka ketika 
masih kanak-kanak. Artinya, setiap periode perkembangan mempunyai 
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relevansi kuat dengan periode perkembangan yang mendahuluinya. Hal ini 




Ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi kepribadian anak di masa 
depan. Yakni faktor internal dan eksternal dimana faktor internal lebih 
mendominasi. Faktor internal meliputi biologis dan psikologis dan faktor 
eksternal meliputi faktor sosial dan lingkungan. Jika dijelaskan lebih 
terperinci, maka faktor internal meliputi kepribadian, kondisi fisik, 
perkembengan kematangan, keseimbangan berfikir dan lain sebagainya.
123
  
Kekerasan terhadap anak di masa kecil sangat mempengaruhi 
kesehatan mentalnya di masa dewasa. Beberapa kekerasan tersebut seperti 
diasingkan dari lingkungannya, stress berkepanjangan dan kekerasan psikis 
lainnya. 
124
  Berdasarkan WHO 450 juta orang mengalami kesehatan mental 
dan 20 persennya adalah anak-anak. Ini berarti ada sekitar 90.000.000 anak-
anak di dunia yang mengalami kesehatan mental.
125
 
Menurut Soenarto, seorang yang hali di bidang psikologi, kekerasan 
psikis adalah kekerasan yang dilakukan seorang pelaku yang pada mental 
korban dengan beberapa cara seperti ini yakni: membentak, menyumpah, 
mengencam, merendahkan, melecehkan dan prilaku lain yang menimbulkan 
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 Perlakuan yang diterima anak secara psikis atau psikologis akan 
sangat berpengaruh terhadap struktur kepribadiannya. Jika tidak dilakukan 
trtament maka akan semakin parah
127
 
Dari sini dapat dikatakan bahwa karakteristik dan tumbuh kembang 
anak sangat bergantung terhadap pengalamannnya di masa lalu. Jika di masa 
lalu seorang anak mengalami perlakuan yang kurang baik secara psikis, maka 
dia juga akan menjadi pribadi yang berkembang dengan karakteristik psikis 
yang kurang baik juga dan pastinya itu akan sangat mempengaruhi dengan 
kecerdasan dan kesuksesannya di masa depan. 
4. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 
Sebagaimana dikutip dari Krug et, al oleh Alit Kurniasari bahwa 
tipologi kekerasan pada anak terbagi menjadi:
128
 
a. Kekerasan fisik 
Kekerasan fisik ialah kekerasan yang menghasilkan kerugian fisik 
berdasarkan interaksi dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab 
dan memiliki kekuasaan kepada anak. Contohnya ialah seperti 
mendorong, memukul, menjambak dan melukai dalam bentuk tindakan 
fisik. 
b. Kekerasan seksual 
Kekerasan seksual ialah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas 
hubungan seksual dengan orang lain yang mana hal itu tidak sepenuhnya 
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tidak disetujui  anak, dipahami anak, atau anak tidak siap dengan hal 
tersebut. Aktivitas tersebut mempunyai maksud untuk memuaskan 
kebutuhan seksual orang lain seperti meraba alat vital, mengancam untuk 
berbuat asusila, memegang, memaksa, mempertontonkan alat vital, 
sampai pada pemerkosan. 
c. Kekerasan psikologis  
Kekerasan psikologis merupakan kegagalan dalam memberikan 
tumbuh kembang pada anak sesuai dengan perkembangannya. Hal ini 
terjadi karena kurangnya lingkungan sosial dan figur kelekatan 
(attachment primer) yang mensupport. Hal tersebut menyebabkan 
kompetensi emosi dan sosial anak tidak bisa berkembang dengan stabil 
sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal. 
Tindakan ini kemungkinan besar akan menjadikan kondisi kesehatan atau 
fisik, spiritual, moral atau sosial dan perkembangan mental yang buruk 
bagi anak. Hal ini terkadang malah disebabkan oleh orang tua atau 
mereka yang punya kekuasaan dan tanggung jawab terhadap anak. 
Adapun bentuk dari kekerasan psikis ini dapat berupa non-fisik atau non-
verbal meliputi penolakan perawatan, permusuhan, melakukan perusakan 
pada barang atau hewan peliharaan si anak, meremehkan, mengkambing-
hitamkan, merendahkan, memutus komunikasi dan lain sebagainya.  
5. Bentuk Kekerasan Psikologis Pada Anak 
Menurut Terry E. Lawson seorang psikiater internasional pernah 





ada empat macam abuse pada anak, yaitu tindakan emotional abuse,verbal 
abuse, physical abuse, dan sexual abuse.
129
  
a. Kekerasan secara Fisik (Physical Abuse) 
Physical abuse dapat terjadi pada saat orang tua atau pengasuh 
melakukan pemukulan pada si anak, padahal sebenarnya kadang seorang 
anak hanya butuh perhatian saja. Pukulan tersebut akan terus diingat 
dalam benak anak apabila kekerasan fisik terus berlangsung di dalam 
beberapa periode. Kekerasan fisik ini bisa saja terjadi dengan melukai 
bagian dari tubuh si anak baik dengan perantara alat tertentu ataupun 
tidak. 
b. Kekerasan Emosional (Emotional Abuse) 
Emotional abuse biasanya dilakukan oleh orang tua atau 
pengasuh anak setelah mereka tahu anaknya sedang meminta perhatian 
namun mereka hanya mengabaikan. Ia membiarkan anaknya basah 
kehujanan atau lapar karena ibunya terlalu sibuk di kantor atau tidak 
ingin diganggu pada waktu itu. Orang tua yang sibuk selalu mengabaikan 
kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Sedangkan ketika hal ini 
terjadi, Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan 
emosional itu berlangsung konsisten dan jarak yang lama. Orang tua 
yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus 
melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. 
c. Kekerasan Verbal (Verbal Abuse)  
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Kekerasan ini adalah kekerasan secara lisan di mana pelaku 
melakukan pola komunikasi pada anak yang berisi tentang pelecehan, 
penghinaan, ataupun kata yang merendahkan anak. Pelaku kekerasan ini 
biasanya melabeli, menyalahkan, mengkambing-hitamkan si anak, 
padahal terkadang hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari si anak.  
d. Kekerasan Seksual (Sexual Abuse)  
Sexual abuse sebagaimana disebutkan sebelumnya ialah berupa 
pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Secara lebih jelas 
sexual abuse merupakan setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, 
pelecehan seksual, dengan cara tidak disukai atau tidak wajar baik untuk 
tujuan komersil atau untuk tujuan tertentu. 
6. Dampak Kekerasan Psikis 
Adapun dampak dari kekerasan tersebut bisa jadi ialah sebagai 
berikut:
130
 Pertama, anak akan punya sikap yang permisif di mana anak 
merasa tidak berguna, sebab tidak punya perasaan bermanfaat, maka menjadi 
pendiam, mengisolasi diri, dan tidak cakap bergaul dengan lingkungan, 
sebagai perilaku yang nyaman bagi dirinya. Mereka menjadi kurang berhasil 
dalam mengembangkan hubungan dengan lingkungan sekitar. Saat dewasa 
nanti, mereka akan mengalami masalah pada persahabatan dan relasi dan 
mereka akan merasa kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan 
hubungan intim yang sehat  
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Kedua, anak akan punya sikap yang depresif. Bersikap depressif ialah 
seperti selalu murung. Hal ini disebabkan karena adanya masalah yang sulit 
dihilangkan. Akhirnya mereka jadi pendiam, mudah menangis, meski dalam 
keadaan atau situasi menyenangkan. Anak dapat menjadi penakut kepada 
sesuatu yang tak jelas, mengalami kecemasan. Bahkan mereka dapat 
mengalami suatu hal yang traumatik pada hal yang punya hubungan dengan 
pelaku atau figur otoritas  seperti guru atau orang dewasa lainnya yang 
melakukan kekerasan terhadap mereka. 
Ketiga, anak akan bersikap agresif. Agresif tersebut seperti sifat 
memberontak tetapi tidak dapat melakukan perlawanan pada pelaku. Dari hal 
itu anak akan punya perilaku yang negatif yang dilakukan untuk 
menunjukkan bahwa mereka orang yang kuat. Selanjutnya mereka akan 
berperilaku buruk, seperti menggunakan obat-obatan, merokok, bergaul 
dengan teman-teman antisosial, minum alkohol, berperilaku seks bebas sejak 
dini dan sebagainya. Hal itu menunjukkan adanya ketidak-percayaan diri 
berlebihan dalam diri si anak dan adanya pengendalian emosi yang tidak baik, 
yang mana hal itu akan terus berlanjut pada kesulitan si anak dalam 
beradaptasi dan akan mengantarkannya pada masalah psikologis yang lain 
Keempat, anak akan bersikap destruktif. Destruktif ini seperti adanya 
keinginan dalam diri si anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal tersebut 
terjadi akibat ketidak-mampuan dalam membela dirinya sendiri atau tidak 
mampu mencari pertolongan. Perasaan putus asa dan kesal yang memuncak 





bisa jadi akan timbul kenginan untuk bunuh diri. Semua itu terjadi akibat dari 
beban pikiran dan stress dalam diri si anak yang tidak kunjung selesai, 
kemudian dia melakukan kompensasi atau mengalihkan perilakunya pada hal-
hal lain agar dia mendapat perhatian orang lain 
 
7. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir adalah suatu konsep mengenai bagaimana teori 
mempunyai relevansi dengan beberapa faktor penting di dalam penelitian. Artinya 
kerangka berpikir akan menjadi pemahaman yang melandasi pemahaman lainnya, 




Dalam prakteknya kerangka berpikir sangat urgen dalam suatu penelitian, 
sebab melalui kerangka berpikir, akan diketahui alur pemikiran peneliti dalam 
menyusun masalah dan pemecahan dengan teori yang dikaji. Adapun kerangka 
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A. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif adalah merupakan penelitian yang mencakup asas-asas hukum, 
perbandingan hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi hukum baik secara 




Sebagaimana disebutkan, salah satu bentuk penelitian normatif adalah 
penelitian hukum doktriner atau dogmatis untuk mengkaji asas-asas hukum atau 
menemukan pola sinkronisasi hukum dengan menggunakan data sekunder.
133
 
Kajian atas doktrin hukum ditunjukkan untuk menemukan asas-asas hukum yang 
ada. Di penelitian ini, peneliti meneliti peraturan perundang-undangan yang punya 
relevansi dengan hak-hak perlindungan psikis anak. Peneliti mengkaji mengenai 
aturan di dalam hukum positif di Indonesia yang sesuai dengan pembahasan 
tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak. 
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi preskriptif dan deskriptif. 
Adapun metode deskriptif ialah bertujuan untuk menguraikan atau 
menggambarkan mengenai persoalan hukum yang ada.
 134
 Dalam hal ini berkaitan 
dengan hak perlindungan psikis anak di dalam beberapa peraturan perundang-
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undangan di Indonesia dengan kajian teori penemuan hukum dan hukum 
progresif. 
Penelitian preskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang 
memiliki tujuan untuk menemukan suatu aturan, doktrin hukum, atau prinsip, agar 
bisa menemukan jawaban mengenai isu hukum yang ada sehingga diharapkan 
penelitian ini bisa menjadi mendapatkan ide, konsep, argumentasi sebagai solusi 




B. Pendekatan Penelitian 
Adapun yang dimaksud dengan pendekatan dalam penelitian ialah cara 
atau metode yang biasa dipakai dalam suatu penelitian.
136
 Pendekatan dalam 
penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Sebagaimana dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian 
dogmatik hukum tidak bisa melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan 
(statute approach). Sedangkan penelitian yang berbasis akademis pada aspek teori 
ataupun filsafat hukum terkadang tidak menggunakan statute approach,  karena 
bisa jadi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik yang diangkat 




Di dalam pendekatan penelitian ini, yang menjadi fokus kajian adalah 
peraturan perundangan-undangan No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan 
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undang-undang perlindungan anak mengenai hak perlindungan psikis anak, 
khususnya di dalam Pasal 1 di poin 15 a, Pasal 54 (1), Pasal 59, kemudian juga 
dalam undang-undang penghapusan KDRT Pasal 5 dan Pasal 7, juga dalam 
Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan pada Bab I 
poin E, Bab II poin B dan Bab IV.  Dari peraturan perundang-undangan tersebut 
kemudian dilakukan kajian berdasarkan pendekatan konseptual yakni teori 
penemuan hukum dan hasilnya kemudian akan dianalisa dengan teori hukum 
progresif.  
 
C. Bahan Hukum 
Metode penelitian adalah suatu sarana yang sifatnya pokok di dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan yang berawal dari pengertian sebagai logika 
dari suatu penelitian ilmiah, kemudian juga studi kepada prosedur dan teknik di 
dalam penelitian, dan yang terakhir ialah sebagai sistem dari suatu prosedur dan 
juga teknik penelitian.
138
 Metode penelitian di sini melingkupi beberapa bahan 
hukum yakni: 
1. Bahan Hukum Primer 
a. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga; 
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c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Penanganan Anak Korban Kekerasan 
2. Bahan Hukum Sekunder 
a. Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak 
b. Asti Novianti Fatonah, Mengenal Konvensi Hak Anak. 
c. Candar Gautama, Kovensi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis 
d. Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak 
e. Elizabeth B Hurlock, Perkembangan Anak.  
f. Jazilatur Rohma, “Pembentukan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian”.  
g. Idik Saeful Bahri,  Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi 
Narkotika, 
h. Salami,  “Ibu Sebagai Hypnotist Terhebat di Dunia” 
i. Iman Jauhari, Rini Fitriani, dan Busthami. Perlindungan Hak Anak 
Terhadap Pemberian Air Susu Ibu 
j. Lilik Sriyanti, Psikologi Anak Mengenal Autis hingga Hiperaktif 
k. Jazilatur Rohma, “Pembentukan Kepercayaan Diri Anak Melalui Pujian”. 
Martabat,  
l. Tedy Sudrajat “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak 
Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia” 
m. Antarini Arna dan Adzkar Ahsinin, Advokasi Anggaran Berbasis Hak 
Anak; Langkah Demi Langkah.  





o. Yoyok Ucuk Suyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 
Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua”  
p. Suherman Toha, “Aspek Hukum Perlindungan Tehadap Anak” 
q. Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum  
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dijadikan penunjang dari 
data sekunder. Hal ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia 
dan beberapa rujukan yang lain. 
 
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 
Pengumpulan data atau bahan hukum merupakan hal yang urgen di dalam 
suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Di dalam teknik 
ini penulis berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen atau bahan 
hukum yang memiliki relevansi dengan hak perlindungan psikis anak sebanyak 
mungkin, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau pun 
tersier. 
Apabila bahan hukum telah selesai dikumpulkan, langkah selanjutnya 
adalah dengan mengolahnya. Pengolahan bahan hukum di sini penulis lakukan 
dengan beberapa langkah berikut: 
1. Editing, dalam langkah ini penulis melakukan pemeriksaan dan cek ulang 
mengenai bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu penulis melakukan 







 Di dalam fase ini, penulis memeriksa kembali terhadap setiap 
peraturan perundang-undangan, dari semua peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan anak, seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Pernghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Permen PPPA No. 2 
Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan dan bahan hukum 
lainnya berupa bahan buhun sekunder dari beberapa buku yang sudah 
dikumpulkan, kemudian diseleksi berdasarkan hubungan dan relevansinya 
dengan permasalahan terkait.  
2. Organizing langkah ini adalah menyusun bahan hukum yang ada sehingga  
didapat suatu gambaran dari persoalan hukum yang diangkat. Dalam hal ini 
penulis menyusun kembali bahan hukum secara sistematis, lalu dikumpulkan 
berdasarkan pada sub-subnya, disesuaikan dengan permasalahan yang 
terkandung dalam bahan hukum, sehingga penulis akan lebih mudah dalam 
mengkaji isu hukum yang terkandung dalam bahan hukum. Dalam langkah 
ini, penulis memetakan peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan 
topiknya seperti tentang larangan hak perlindungan psikis anak, definisi hak 
perlindungan psikis anak, bentuk hak perlindungan psikis anak dan 
perlindungan anak yang mengalami kekerasan psikis. 
3. Coding, dalam hal ini penulis akan mengklarifikasi bahan hukum yang punya 
relevansi dengan penelitian. Dalam tahap ini, pemeriksaan bahan hukum yang 
sudah ada, baik berupa peraturan perundang-undangan atau bahan hukum 
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yang lain kembali dilakukan. Penulis kemudian melakukan klarifikasi 
kembali pada bahan hukum baik primer ataupun tersier. Penulis mengecek 
kembali peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas beberapa 
referensi yang ada di buku ataupun jurnal dengan membacanya kembali 
secara lebih mendetail sehingga akan terlihat jika terdapat hal yang perlu 
dievaluasi lebih lanjut. 
4. Analyzing, langkah ini dilakukan untuk melakukan analisa dari bahan hukum 
setelah dilakukan beberapa langkah sebelumnya dengan menggunakan teori 
ataupun materi dari bahan hukum yang ada. Dalam hal ini, analisa dilakukan 
setelah intepretasi berdasar metode penemuan hukum dari peraturan 
perundang-undangan yang ada sudah dilakukan. Namun sebelumnya, penulis 
membagi topik hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia menjadi empat bagian: Larangan kekerasan psikis, 
definisi kekerasan psikis, bentuk kekerasan psikis dan perlindungan terhadap 
anak yang mengalami kekerasan psikis. Setelah dilakukan interpretasi 
perundang-undangan berdasar empat topik tersebut baru dilakukan analisa 
perspektif hukum progresif.  
 
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Setelah diolah dan dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis terhadap 
bahan hukum tersebut. Analisis data adalah aktivitas dalam rangka menemukan 
tema dan merumuskan hipotesa.
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analisis penelitian di mana peneliti perlu menjelaskannya seperti sajian data, 
reduksi data sampai penarikan kesimpulan.
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Adapun yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Teknik analisis deskriptif. Bahan hukum yang sudah diperoleh peneliti, lalu 
dilakukan analisa dengan menafsirkan bahan hukum yang memiliki relevansi 
dengan hak-hak perlindungan psikis anak . Selanjutnya bahan hukum tersebut 
akan dilakukan deskripsi untuk menggambarkan isu hukum yang 
terkandung.
142
 Hasil dari kajian tersebut kemudian akan menghasilkan suatu 
penjelasan mengenai aspek hak perlindungan psikis anak yang berkenaan 
dengan kualifikasinya hingga batasan-batasannya.  
2. Kemudian setelah hasil kajian dari peraturan perundang-undangan mengenai 
hak perlindungan psikis anak dalam keluarga tersebut diolah dengan pola 
pikir deduktif. Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari yang awalnya 
memiliki sifat umum menjadi yang bersifat khusus. Awalnya penulis 
melakukan penguraian mengenai berbagai macam peraturan perundang-
undangan tentang hak-hak perlindungan psikis anak, kemudian dilanjutkan 
dengan beberapa ketentuan hukum yang lebih khusus. Oleh sebab itu 
ketentuan hukum tersebut dikualifikasikan berdasarkan isu hukum yang 
terkandung di dalamnya, lalu kemudian akan dikaji berdasarkan penemuan 
hukum. Hasil dari kajian penemuan hukum kemudian dianalisa berdasarkan 
teori hukum progresif.  
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PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Hak Perlindungan Psikis Anak di dalam Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia 
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak perlindungan 
psikis anak di Indonesia hanya diatur dalam beberapa peraturan perundang-
undangan tertentu dan sifatnya terpisah antar satu dengan yan lain. Berikut adalah 
beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai hak perlindungan psikis anak: 
1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 
No. 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak 
a. Pasal 1 Poin 15a 
 “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”  
b. Pasal 54 ayat (1) 
“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 
mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan 
seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”  
c. Pasal 59 
 “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 





Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:  
1. Anak dalam situasi darurat; 
2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
6. Anak yang menjadi korban pornografi; 
7. Anak dengan HIV/AIDS; 
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 
10. Anak korban kejahatan seksual; 
11. Anak korban jaringan terorisme; 
12. Anak Penyandang Disabilitas; 
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 
dengan kondisi Orang Tuanya.” 
d. Pasal 59A 
“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 





2. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 
secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 
gangguan kesehatan lainnya; 
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 
pemulihan; 
4. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga 
tidak mampu; dan  
5. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 
peradilan.” 
8. Pasal 69 
“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau 
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan 
melalui upaya:  
1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan 
2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.” 
 
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
i. Pasal 5  
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:  





2. kekerasan psikis;  
3. kekerasan seksual; atau  
4. penelantaran rumah tangga.”  
ii. Pasal 7  
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang.”  
 
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan 
Anak Korban Kekerasan 
i. Bab I Poin E tentang Pengertian Kekerasan 
“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya dan/ penderitaan psikis berat pada anak.” Ketentuan dalam 
peraturan tersebut memiliki kesamaan sebagaimana di dalam Pasal 7 
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan 
dalam Rumah Tanga. 
ii. Bab II di Poin B Mengenai Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 
“Kekerasan Psikis; merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan 
oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga 
dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun 
bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain: intimidasi (seperti 
menggertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, 





tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, 
mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan 
keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.”  
 
iii. Bab IV Mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban 
Kekerasan 
“Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan 
bahwa pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan 
pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(UPPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di 
pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah 
penanganannya. Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja 
fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. 
Pusat Pelayanan Terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama 
shelter/rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan 
Terpadu yang ada dan berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan 
sebagainya. 
Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk 
memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi 
ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna 
memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah 
memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, 
atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti. 
Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan 
kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal 
penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban 
memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas 
mampu tatalaksana KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan 
rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah 
Sakit yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika belum tersedia PPT di 
Rumah Sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis 
spesialistik dapat dilakukan di RS vertikal, RSUD, TNI Polri maupun 
swasta. 
Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban 
mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial 
akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan.  
Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah 
dinyatakan pulih, maka dengan persetujuan korban, bisa mendapat 
bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur 
penegak hukum yaitu Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Hakim, serta 
LBH/LSM/advokat. 
Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, 





ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai kepada keluarga atau 
keluarga pengganti dengan selamat dan aman. 
Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, 
tenaga pekerja Setelah pemulangan dilakukan oleh PPT maka akan 
dilakukan reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali 
korban kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan 
korban sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara ‘normal’ 
dalam masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal 
seperti konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, 
pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, di mana 
keseluruhan proses ini dilakukan di keluarga atau keluarga pengganti. 
Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan, 
rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial ini 
dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai kebutuhannya.” 
 
Kemudian dilanjutkan pada poin c di bawahnya yakni: 
 
 “Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi 
memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk 
dalam tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial 
yaitu perjanjian dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan 
sosial, dilakukan konseling awal, konseling lanjutan, clinical assessment, 
terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home 
visit serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah 
anak maka persetujuan korban atau pendamping korban tidak 
diperlukan.”  
 
Berikut adalah tabel sistematika peraturan perundang-undangan mengenai 
hak perlindungan psikis anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 















Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak 
 
No Topik Peraturan Perundang-
undangan 
Pasal 
1 Larangan Kekerasan 
Psikis 
Undang-undang No. 35 
Tahun 2014 Perlindungan 
Anak 
 
1 poin 15a dan 3 
54 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
 
Pasal 5 
2 Definisi Kekerasan 
Psikis 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan 




Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penanganan Anak 
Bab I Poin E dan 
Bab II Poin B 
3 Bentuk-bentuk 
Kekerasan Psikis 
Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penanganan Anak 
Korban Kekerasan 
Bab II Poin B 
4 Bentuk Perlindungan 
terhadap Anak yang 
Mengalami Kekerasan 
Psikis 
Undang-undang No. 35 






Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2011 Tentang 









B. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di 
Indonesia Mengenai Larangan Kekerasan Psikis 
1. Kajian Interpretasi Sistematis 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penafsiran ini merupakan salah 
satu metode dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara 
merelevansikan  satu pasal dengan pasal lainnya, baik yang terdapat dalam satu 
peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan perundang-undangan 
yang berbeda.  
Melalui penafsiran ini, terbuka peluang sistematisasi hukum di mana 
dalam membaca suatu ketentuan atau Pasal dalam peraturan perundang-
undangan yang tidak begitu jelas atau mempunyai arti terlalu general, dapat 
dipecahkan melalui ketentuan atau Pasal yang berbeda yang punya topik kajian 
yang sama. Berdasar kajian interpretasi sistematis ini, masing-masing peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan hak perlindungan psikis anak akan 
dianggap mempunyai relevansi antar satu dengan yang lainnya. 
Mengenai larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak, di 
dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa: “Setiap 
anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Pasal tersebut dapat ditemukan di Bab III mengenai hak dan kewajiban 
anak. Di dalam ketentuan Pasal tersebut ditekankan bahwa seorang anak, 





Namun di dalam Pasal di atas, tidak dijelaskan apa itu kekerasan terhadap anak 
dan perbuatan saja yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. 
Maka untuk menjawab pertanyaan di atas, Pasal 1 Poin 15a undang-
undang perlindungan Anak menjelaskan: “Kekerasan adalah setiap perbuatan 
terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum.”  
Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam bentuk 
kekerasan terhadap anak sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal di 
atas. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan psikis.  
Pasal 3 dan Pasal 1 poin 15a undang-undang perlindungan anak 
mengatakan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan psikis. Artinya karena 
undang-undang Perlindungan Anak mencakup anak dalam lingkup umum, 
demikian juga ketentuan Pasal di atas tidak menekankan pada suatu lingkup 
khusus, maka kapanpun dan di manapun seorang anak harus dilindungi dari 
berbagai macam kekerasan psikis. 
Perlindungan dari kekerasan psikis tersebut juga terdapat di dalam 
Peraturan perundang-undangan yang sama, yakni di  Pasal 54 ayat (1): “Anak 
di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan 
perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan 
kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 





Perbedaan antara Pasal 3 dan Pasal 54 ayat (1) di atas adalah di Pasal 3 
tidak disebutkan suatu lingkup tertentu di mana anak harus dilindungi dari 
kekerasan psikis. Sementara di Pasal 54 ayat (1), ketentuan Pasal ini 
membatasi hanya di lingkup pendidikan saja. 
Larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak juga dapat 
ditemukan di dalam Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT yakni: 
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 
orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:  
1. kekerasan fisik; 
2. kekerasan psikis;  
3. kekerasan seksual; atau  
4. penelantaran rumah tangga.”  
Pasal di atas mempunyai relevansi dengan Pasal Pasal 2 ayat (1) yang 
mengatakan bahwa: Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi 
(a). suami, isteri, dan anak.” 
Ketentuan Pasal di atas mempunyai arti bahwa salah satu bentuk 
kekerasan yang harus dihindari dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan 
psikis. Kemudian salah satu yang harus dilindungi dari kekerasan tersebut 
adalah anak. 
 Melalui beberapa Pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
paraturan perundang-undangan di Indonesia melarang adanya bentuk 
kekerasan psikis yang dilakukan terhadap seorang anak, baik dalam lingkup 





perlindungan anak, atau dalam lingkup pendidikan sebagaimana dalam Pasal 
54 ayat (1) undang-undang yang sama, demikian juga larangan melakukan 
kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup keluarga sebagaimana dalam 
Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT. 
Tabel 4.2 
Peraturan Perundang-undangan Mengenai Larangan Kekerasan Psikis 
 






“Perlindungan anak bertujuan untuk 
menjamin terpenuhinya hak hak anak agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak 









“Kekerasan adalah setiap perbuatan 
terhadap Anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
psikis, seksual, dan/atau penelantaran, 
termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum.” 
 







“Anak di dalam dan di lingkungan satuan 
pendidikan wajib mendapatkan 
perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, 
psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan 
lainnya yang dilakukan oleh pendidik, 
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, 
dan/atau pihak lain.” Di dalam Undang-
undang tersebut aturan mengenai hak 
perlindungan psikis anak hanya terdapat di 
dua Pasal saja dengan penyebutan yang juga 
sangat gerenal. 
 












kekerasan dalam rumah tangga terhadap 
orang dalam lingkup rumah tangganya, 
dengan cara: (1). kekerasan fisik; (2). 
kekerasan psikis; (3). kekerasan seksual; 















2. Kajian Interpretasi Gramatikal 
Interpretasi gramatikal merupakan metode dalam menafsirkan redaksi 
peraturan perundang-undangan melalui aspek bahasa. Penafsiran dengan 
metode ini diaplikasikan dengan membedah redaksi ketentuan perundang-
undangan berdasar istilah bahasa yang dipakai sehari-hari atau yang tertera 
dalam kamus besar bahasa Indonesia. Menafsirkan berdasar pada aspek bahasa 
merupakan salah satu yang terpenting untuk memahami makna pada teks 
ketentuan perundang-undangan.  
Dalam hal ini, interpretasi gramatikal yang peneliti urai ialah kata atau 
kalimat yang populer dan tidak sering dipakai dalam percakapan sehari-hari 
atau kata dan kalimat yang mempunyai implikasi makna yang berbeda. 
Sebagaimana dalam Pasal 1 poin 15a, 54 ayat (1) undang-undang 
perlindungan anak dan Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT terdapat 
kata psikis. Kata ini merupakan kata yang agak jarang dipakai dalam 





bahasa Indonesia untuk mengartikan kata ini secara harfiah agar ditemukan 
makna yang dikehendaki oleh teks undang-undang. 
Sebelum memaknai kata psikis, ada baiknya untuk mengetahui arti kata 
psikologi terlebih dahulu. Adapun arti dari psikologi dalam kamus besar 
bahasa Indonesia adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik 
normal ataupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku; ilmu pengetahuan 
tentang gejala dan kegiatan jiwa. 
Kemudian arti kata psikis dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah 
yang berhubungan dengan psike. Sementara itu arti kata psike ialah yang 
berhubungan dengan jiwa sukma dan raga.  Artinya, yang dikehendaki dari 
Pasal 1 poin 15a dan 54 ayat (1) dalam undang-undang perkawinan dan Pasal 5 
undang-undang penghapusan KDRT mengenai kekerasan psikis ialah 
kekerasan yang mempunyai dampak pada jiwa, raga dan sukma seorang anak.  
 
3. Kajian Interpretasi Multidisipliner 
Dalam interpretasi hukum multidisipliner, ketentuan di dalam peraturan 
perundang-undangan ditafsirkan berdasar pada cabang ilmu yang lain. 
Seseorang yang akan melakukan penafsiran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasar interpretasi ini membutuhkan verifikasi cabang 
ilmu lainnya, sesuai dengan objek dan isi dari ketentuan peraturang perundang-
undangan tersebut. 
Berdasar penjelasan di atas, karena objek yang dibahas adalah 





dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut ialah memakai 
kajian psikologi. Pemakaian kajian cabang ilmu psikologi sebagai instrumen 
dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan mengenai hak perlindungan 
psikis anak karena dalam kajian psikologi merujuk pada seluruh proses 
perubahan dan perkembangan dari potensi yang dimiliki oleh anak dalam 
kualitas kemampuan, mental, sifat dan ciri.  
Dari penjelasan tersebut, nanti diketahui apa saja faktor psikis yang 
mempengaruhi terhadap anak. Oleh sebab itu, melalui kajian psikologi, 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak 
perlindungan psikis anak dapat diketahui maksudnya.  
Mengenai larangan kekerasan psikis terhadap anak, karena teks undang-
undang yang berkaitan dengan pembahasan tersebut cukup jelas dan sudah bisa 
ditafisrkan melalui interpretasi gramatikal. Maka penafsiran melalui 
interpretasi ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Penafsiran multidisipliner 
banyak digunakan pada pembahasan mengenai bentuk kekerasan psikis 
terhadap anak.  
 
C. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di 
Indonesia Mengenai Definisi dan Bentuk Kekerasan Psikis 
1. Kajian Interpretasi Sistematis 
Pembahasan mengenai definisi dan bentuk kekerasan psikis terhadap 
anak mempunyai relevansi dengan pembahasan tentang larangan kekerasan 





perlindungan anak sebagaimana di dalam Pasal 1 poin 15a atau Pasal 54 ayat 
(1) atau pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT di sana hanya 
menjelaskan mengenai kekerasan yang bekibat terhadap timbulnya 
kesengsaraan pada anak yang salah satunya adalah kekerasan psikis. Tidak 
dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana definisi kekerasan psikis dan apa 
saja bentuk-bentuk perbuatan yang bisa mengarah pada kekerasan psikis. 
Maka, berdasarkan interpretasi sistematis, untuk mengetahui perbuatan 
apa saja yang dianggap dapat melanggar hak perlindungan psikis anak, bisa 
mengacu kepada Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT dan Permen 
PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan di Poin B 
mengenai bentuk kekerasan terhadap anak. 
Dengan demikian, meskipun di dalam undang-undang perlindungan 
anak tidak dijelaskan mengenai apa itu perlindungan psikis dan apa saja bentuk 
perbuatan kekerasan psikis, berdasar interpretasi sistematis, secara tidak 
langsung, Pasal 7 undang-undang penghapusan KDRT dan Permen PPPA pada 
Poin B mengenai bentuk kekerasan terhadap anak dapat dijadikan acuan 
mengenai penjelasan Pasal tersebut. 
Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjawab apa itu 
kekerasan psikis sebagaimana dalam Pasal 1 poin 15a dan 54 ayat (1) undang-
undang perlindungan anak atau yang terdapat dalam pasal 5 undang-undang 
penghapusan KDRT maka bisa mengambil penjelasan dari Pasal 7 undang-
undang penghapusan KDRT. Di dalam Pasal tersebut yang dimaksud 





rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
Demikian juga di dalam Bab I Poin E Permen PPPA tentang 
penanganan anak korban kekerasan yang berbunyi: “Kekerasan psikis 
merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan 
tergangungnya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh 
kembang anak secara wajar.” 
Pada dasarnya, terdapat perbedaan antara peraturan perundang-
undangan di atas. Seperti undang-undang tentang perlindungan anak dan 
Permen PPPA di atas mengatur mengenai perlindungan anak secara umum, 
atau melingkupi perlindungan terhadap anak di manapun, siapapun dan dalam 
lingkup apapun. Sedangkan undang-undang penghapusan KDRT hanya 
mengatur mengenai perlindungan anggota keluarga yang dalam hal ini anak 
termasuk di dalamnya.  
Melalui penafsiran sistematis ini, penjelasan mengenai definisi 
kekerasan psikis sebagaimana dalam Pasal 7 undang-undang penghapusan 
KDRT dianggap juga berlaku secara umum, meskipun pada dasarnya undang-
undang tersebut dibuat hanya dalam lingkup anggota rumah tangga. Sebab 
Pasal tersebut dianggap mempunyai relevansi dengan Pasal 1 poin 15a dan 54 
ayat (1) undang-undang perlindungan anak. 
Kemudian mengenai bentuk perbuatan apa saja yang masuk dalam 
lingkup pelanggaran terhadap kekerasan psikis anak, hal tersebut secara 





korban kekerasan di Bab II Poin B mengenai bentuk kekerasan terhadap anak 
yakni: Intimidasi (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti), 
menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol 
aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial 
secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, membatasi kegiatan 
keagamaan yang diyakini oleh seorang anak dan lain sebagainya.  
Meskipun antara undang-undang perlindungan anak dan Permen PPPA 
di atas terdapat perbedaan herarki dan sebagainya, tetapi melalui penafsiran 
sistematis, penjelasan dalam poin B Peraturan tersebut dapat dianggap sebagai 
penjelasan dari Pasal 1 poin 15a dan 54 ayat (1) undang-undang perlindungan 
anak dan Pasal 5 undang-undang penghapusan KDRT. 
Dengan demikian, berdasarkan kajian interpretasi sistematis definisi 
dan bentuk kekerasan psikis berdasarkan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Definisi dan Bentuk Kekerasan Psikis Berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia 





kekerasan psikis adalah perbuatan 
yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya, 















Kekerasan psikis merupakan 
tindakan kekerasan yang 
dirasakan oleh anak yang 
mengakibatkan tergangungnya 
emosional anak sehingga dapat 
mempengarruhi tumbuh embang 
anak secara wajar. 
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Mengontrol aktivitas sosial secara 
tidak wajar, 
menyekap, 
memutuskan hubungan sosial 
secara paksa, 
mengontrol atau menghambat 
pembicaraan,. 
membatasi kegiatan keagamaan 
yang diyakini oleh seorang anak 
dan lain sebagainya 
 
Kemudian apabila terjadi perbedaan atau kontradikis antara undang-
undang satu dengan yang lainnya, berdasarkan penafsiran sistematis yang 








2. Kajian Interpretasi Gramatikal 
Di dalam Poin B Permen PPPA di atas terdapat beberapa kata yang 
cukup sulit dicerna secara harfiah. Adapun penjelasannya berdasarkan 
interpretasi gramatikal ialah sebagai berikut: 
Intimidasi: pada dasarnya kata ini sudah dijelaskan dengan kalimat 
setelahnya, yakni pada frasa (seperti menggertak, mengancam, dan menakuti), 
sehingga hal tersebut dapat dianggap cukup. Hal tersebut sebenarnya 
mempunyai arti yang sama dengan yang termuat di dalam kamus besar bahasa 
Indonesia di mana kata intimidasi mempunyai makna “Tindakan menakut-
nakuti (terutama untuk memaksa orang lain atau pihak lain berbuat sesuatu), 
gertakan ancaman.”  
Mencemooh: dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ini memiliki 
arti: “mengejek dan menghina.” 
Menyekap: Menaruh di tempat tertutup atau juga mempunyai makna 
mengurung atau juga mempunyai makna menahan (dalam penjara) 
Dan lain sebagainya: mengacu pada perbuatan lain yang mempunyai 
implikasi yang sama dengan beberapa perbuatan di atas. Karena frasa ini 
sifatnya sangat umum dan membutuhkan kajian makna yang mendalam, maka 
penafsiran yang ideal ialah memakai penafsiran multidisipliner. 
  
3. Kajian Interpretasi Multidisipliner 
Adapun definisi dan bentuk kekerasan psikis anak sebagaimana tersebut 





B Bab II Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan, 
terdapat beberapa kara atau frasa dalam Pasal-pasal tersebut yang sifatnya yang 
terlalu umum dan tidak-jelas sehingga membutuhkan interpretasi 
multidisipliner. 
Hal tersebut sebagaimana dalam kalimat dalam Pasal 7 undang-undang 
pernghapusan KDRT mengenai apa saja perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan pada anak, membuat anak hilang rasa percaya diri, hilang 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan membuatnya menderita 
psikis berat. Kemudian apa saja bentuk kekerasan psikis yang mengakibatkan 
terganggungnya emosional anak sehingga dapat mempengarruhi tumbuh 
kembang anak scara wajar sebagaimana dalam Bab I Poin E Permen PPPA di 
atas. 
Terakhir adalah frasa “dan sebagainya” dalam akhir paragraf Poin B 
bab II Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan. 
Karena pembahasan dalam teks peraturan perundang-undangan tersebut 
mengacu seputar kekerasan psikis anak, maka interpretasi multidisipliner yang 
dipakai ialah melalui kajian psikologi.  
Pada dasarnya dalam metode penemuan hukum, penafsiran tidak boleh 
bertentangan dengan teks peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab 
itu, meskipun nantinya hasil dari interpretasi multidisipliner akan sangat luas 
cakupannya, namun tetap saja apabila ada kontradiksi dengan teks peraturan 
perundang-undangan yang memiliki makna jelas, maka yang didahulukan 





Berdasarkan pada kajian psikologi yang telah dibahas sebelumnya, 
dapat diambil kesimpulan bahwa menurut interpretasi multidisipliner, bentuk 
kekerasan psikis terhadap anak yang dapat berdampak buruk terhadap 
perkembangan anak ialah kekerasan fisik (pyisical abuse), kekerasan melalui 
ucapan  (verbal abuse), kekerasan emosional (emosional abuse) dan yang 
terakhir ialah kekerasan seksual (Sexual abuse). Masing-masing kekerasan 
tersebut mempunyai dampak dan akibat negatif terhadap perkembangan psikis 
anak. Oleh sebab itu, semuanya dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis. 
Namun sebagaimana di dalam Pasal 5 undang-undang penghapusan 
KDRT dan Pasal 15a dan 54 ayat (1) undang-undang perlindungan anak yang 
di sana mengatakan bahwa kekerasan fisik dan kekerasan seksual mempunyai 
dimensi yang berbeda dengan kekerasan psikis, maka di sini kajian interpretasi 
multidisipliner akan difokuskan hanya pada kekerasan verbal dan kekerasan 
emosional. Sebab interpretasi penemuan hukum tidak boleh bertentangan 
dengan teks peraturan perundang-undangan. 
Impelementasi dari kekerasan verbal dan kekerasan emosional dalam 
kajian psikologi sebenarnya juga sangat sesuai dengan contoh-contoh 
kekerasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 undang-undang tentang 
penghapusan KDRT dan Bab II Poin B Permen PPPA tentang pedoman 
penanganan anak korban kekerasan seperti mencemooh, menghina, memfitnah 
dan lain sebagainya.  
Bab II Poin B Permen PPPA di atas memuat dengan sangat jelas 





terhadap anak. Namun, terdapat frasa “Dan lain sebagainya” di akhir paragraf. 
Frasa ini memuat rangkaian kata yang tidak begitu jelas sehingga dapat 
menimbulkan multitafisr. Oleh sebab itu, di sinilah dibutuhkannya interpretasi 
multidisipliner. 
Lagi pula berdasarkan kajian psikologi, contoh-contoh sebagaimana 
yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut tidak mencakup semua 
perbuatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan kekerasan psikis terhadap 
anak, masih ada beberapa perbuatan selain yang diurai dalam peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai implikasi yang sama dengan perbuatan 
tersebut. Jenis perbuatan itu bisa jadi masuk dalam lingkup aspek kekerasan 
verbal ataupun kekerasan emosional. Maka, di sini akan diurai jenis kekerasan 
psikis dari segi verbal ataupun emosional sehingga bisa menjadi tafsiran dari 
frasa “Dan lain sebagainya” sebagaimana yang disebutkan. 
Adapun kekerasan verbal (verbal abuse) yang juga biasa disebut 
dengan kekerasan dalam bentuk lisan adalah kekerasan yang menimbulkan 
dampak emosional yang akan merugikan pada anak. Dalam kebiasaan di 
Indonesia, biasanya verbal abuse dianggap sebagai sesuatu yang biasa, Namun 
sebenarnya, hal tersebut punya konsekuensi yang sangat negatif terhadap sisi 
emosi anak.
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 Pengaruh verbal abuse terhadap agresifitas anak cukup besar. 
Berdasar penelitian Nazhifah, pengaruh sumbangan variabel komunikasi verbal 
abuse orang tua terhadap anaknya ialah sebesar 57,5%.
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Sementara itu, kekerasan emosional (emotional abuse) dalam beberapa 
pendapat juga dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Namun secara spesifik, 
di sini kekerasan emosional mengacu pada kekerasan pada aspek emosi anak 
seperti contoh pembiaran orang tua terhadap anakanya padahal anaknya sedang 
meminta perhatian atau orang tua yang abai terhadap kedekatan, perhatian dan 
kasih sayang pada anak sehingga anak cenderung mencari perhatian di dunia 
luar. Seorang anak akan mengingat semua kekerasan emosional apabila 
kekerasan emosional itu berlangsung konsisten dan jarak yang lama. 
Dari sini dapat disimpulkan bahwa berdasar kajian interpretasi 
multidisipliner, melalui frasa “dan lain sebagainya” dalam poin B Bab II 
Permen PPPA di atas, bentuk perbuatan dari kekerasan psikis tidak hanya 
mengacu pada berbagai macam bentuk perbuatan yang disebutkan peraturan 
perundang-undangan, namun juga mengacu pada perbuatan lainnya yang 
dikonfirmasi oleh kajian  psikologi. 
Beberapa contoh kekerasan psikis yang tidak disebutkan di dalam 
peraturan perundang-undangan tapi termasuk kekerasan psikis berdasarkan 
kajian psikologi ialah hal yang termasuk pada aspek kekerasan verbal seperti 
membentak anak, menjelek-jelekkan anak, melimpahkan kesalahan pada anak, 
atau mengkambing-hitamkan anak.  
Kemudian contoh kekerasan emosional yang tidak disebutkan dalam 
Peraturan Perundang-undang ialah seperti mengabaikan kasih sayang, 





sehingga membuat anak merasa tidak dipedulikan dan terlantar dan mencari hal 
tersebut di luar rumah. 
Beberapa perbuatan di atas secara esensial mempunyai dampak yang 
sama terhadap anak, yakni membuat anak mengalami trauama, tidak percaya 
diri dan berpengaruh terhadap sisi emosional anak yang akan menghambat 
masa depannya sebagaimana penjelasan mengenai definisi kekerasan psikis 
dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Poin E 
Bab I Permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan.  
Pada intinya, berdasar interpretasi multidisipliner yang mengacu pada 
aspek psikologi, jenis perbuatan yang mengakibatkan kekerasan psikis bagi 
anak adalah segala macam bentuk kekerasan verbal dan kekerasan emosional 
yang mengakibatkan trauma, tidak percaya diri dan mengganggu sisi emosioanl 
bagi anak. 
 
D. Kajian Penemuan Hukum Terhadap Hak Perlindungan Psikis Anak di 
Indonesia Mengenai Bentuk Perlindungan Terdahap Anak yang Mengalami 
Kekerasan Psikis 
1. Kajian Interpretasi Sistematis 
Mengenai bentuk perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan 
psikis, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur di dalam Pasal 59 





1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada 
Anak.  
2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada:  
1. Anak dalam situasi darurat; 
2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
6. Anak yang menjadi korban pornografi; 
7. Anak dengan HIV/AIDS; 
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 
10. Anak korban kejahatan seksual; 
11. Anak korban jaringan terorisme; 
12. Anak Penyandang Disabilitas; 
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan 





Di dalam poin i di atas terdapat kata psikis. Ini berarti anak yang 
mengalami kekerasan psikis wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana 
ditekankan dalam Pasal tersebut. Pembahasan Pasal tersebut kemudian 
dilanjutkan dengan Pasal selanjutnya yaitu di Pasal 59A yang berbunyi: 
“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) 
dilakukan melalui upaya:  
1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara 
fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan 
lainnya; 
2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 
3. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; 
dan  
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.” 
Kemudian juga berkaitan dengan Pasal 69A yaitu: 
“Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:  
5. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan 
6. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.” 
Di dalam beberapa ketentuan peraturan perundangan di atas dijelaskan 
mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada seorang anak yang mengalami 





lembaga apa saja yang secara spesifik ditugaskan untuk melaksanakan langkah-
langkah di atas. 
Oleh sebab itu, untuk memahami ketentuan di atas, maka dibutuhkan 
interpretasi hukum sistematis yang akan menelusuri berdasarkan sistematika 
hukum yang ada, di mana penjelasannya termuat di dalam Permen PPPA tentang 
pedoman penanganan anak korban kekerasan dalam Bab IV mengenai mekanisme 
upaya penanganan anak korban kekerasan ialah sebagai berikut: 
“Dalam penanganan anak korban kekerasan dapat dikatakan bahwa 
pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan yang melakukan 
pelaporan kepada polisi melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(UPPA) dan RPK maupun langsung kepada Pusat Pelayanan Terpadu. Di 
pusat pelayanan terpadu inilah dilakukan langkah-langkah penanganannya. 
Pusat Pelayanan Terpadu merupakan unit kerja fungsional yang 
menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban. Pusat Pelayanan 
Terpadu sendiri dapat berupa tempat yang bernama shelter/rumah aman, 
RPTC, RPSA, P2TP2A maupun Pusat Pelayanan Terpadu yang ada dan 
berbasis di Rumah Sakit Bhayangkara dan sebagainya. 
Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk 
memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan. Identifikasi 
ini dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban guna 
memastikan bantuan apa yang diperlukan oleh korban. Apakah 
memerlukan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, 
atau langsung dipulangkan ke keluarga, atau keluarga pengganti. 
Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan 
kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal 
penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Bila korban 
memerlukan rehabilitasi kesehatan maka dapat ditangani di puskesmas 
mampu tatalaksana KTP/A. Jika korban memerlukan pelayanan 
rehabilitasi kesehatan lanjutan (spesialistik) dapat dirujuk ke Rumah Sakit 
yang memiliki pelayanan terpadu (PPT). Jika belum tersedia PPT di 
Rumah Sakit, maka rujukan kasus yang membutuhkan pelayanan medis 
spesialistik dapat dilakukan di RS vertikal, RSUD, TNI Polri maupun 
swasta. 
Bila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban 
mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial 
akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan.  
Bila kondisi korban baik kesehatan maupun sosial sudah 





hukum berupa pendampingan dan pembelaan oleh unsur penegak hukum 
yaitu Kepolisian (UPPA), Kejaksaan, Hakim, serta LBH/LSM/advokat. 
Pemulangan dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, 
rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi. Pemulangan 
ini bertujuan untuk mengembalikan korban sampai kepada keluarga atau 
keluarga pengganti dengan selamat dan aman. 
Pemulangan ini dapat dilakukan dengan didampingi oleh polisi, 
tenaga pekerja Setelah pemulangan dilakukan oleh PPT maka akan 
dilakukan reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban 
kepada keluarga/lingkungan untuk meningkatkan keberdayaan korban 
sehingga korban dapat menjalani kehidupan secara ‘normal’ dalam 
masyarakat. Pada saat reintegrasi ini dapat dilakukan berbagai hal seperti 
konseling lanjutan, pengobatan lanjutan, pelatihan ketrampilan, 
pendidikan, pendampingan wirausaha, pendampingan hukum, di mana 
keseluruhan proses ini dilakukan di keluarga atau keluarga pengganti. 
Maksud dari semua intervensi dari identifikasi, rehabilitasi kesehatan, 
rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial ini 
dilakukan agar korban lebih berdaya sesuai kebutuhannya.” 
 
Khusus mengenai perlindungan psikis anak, kemudian dilanjutkan pada 
poin c mengenai proses penanganan korban kekerasan yang dilayani oleh PPT 
yakni: 
“Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan 
konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan 
rehabilitasi sosial yang meliputi adanya kontrak sosial yaitu perjanjian 
dengan korban untuk persetujuan mendapatkan layanan sosial, dilakukan 
konseling awal, konseling lanjutan, clinical assessment, terapi psikososial, 
bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, home visit serta 
resosialisasi dan rujukan jika diperlukan. Jika korban adalah anak maka 
persetujuan korban atau pendamping korban tidak diperlukan.”  
 
Mengenai pengertian UPPA seperti yang dijelaskan dalam paragraf 
pertama Permen PPPA dalam Bab IV di atas , berdasarkan interpretasi sistematis, 
maka mengacu pada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Anak di Lingkunan Polri Pasal 1 ialah: 





perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum 
terhadap pelakunya.”  
Kemudian mengenai Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagaimana 
disebut di atas, hal ini seperti yang tertera dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan 
atau korban tindak pidana Pasal 1 ialah: “Ruang pelayanan khusus yang disingkat 
RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi 
dan/korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri 
perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara 
khusus dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi”  
Berkaitan dengan tugas PPT dalam melayanai anak korban kekerasan, 
maka mengacu pada Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pengembangan Pusat 
Pelayanan Terpadu poin c mengenai jenis pelayanan yang diberikan PPT bahwa 
dalam rahbilitasi sosial korban akan mendapatkan layanan kontrak sosial, 
konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, 
pendampingan dan rujukan. 
Adapun yang bertugas menangani hal tersebut, mengacu pada Pasal 1 
Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 
5 Tahun 2010 tentang Panduan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu bahwa 
yang melaksanakan tugas tersebut adalah: “petugas fungsional dari tenaga 





negeri sipil di lingkungan masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan 
PPT.” 
Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa seorang anak yang mengalami 
kekerasan psikis, dapat diantar atau pergi sendiri ke UPPA dan RPK di kantor 
kepolisian atau bisa pergi langsung ke Pusat Pelayana Terpadu (PPT) yang bisa 
berupa rumah aman, RPTC, RPSA, P2TP2A atau PPT yang ada di rumah sakit 
Bayangkara sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV Permen PPPA tentang 
pedoman perlindungan kekerasan bagi anak. 
Apabila yang bersangkutan pergi ke kantor polisi atau UPPA dan RPK, 
maka dia akan dilayani sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan 
atau Korban Tindak Pidana mengenai mekanisme penerimaan laporan saksi 
dan/atau korban petugas RPK dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Pelayanan Khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban 
tindak pidana dimana anak yang mengalami kekerasan psikis akan diantarkan ke 
PPT untuk menerima layanan konselling. 
Berikut adalah alur mekanisme penanganan anak korban kekerasan 
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2. Kajian Interpretasi Gramatikal 
Beberapa Pasal yang menjelaskan mengenai bentuk perlindungan 
terhadap anak korban kekerasan psikis di atas nampaknya sudah sangat jelas 
secara bahasa. Namun masih terdapat beberapa singkatan dari nama-nama 
lembaga yang tidak dijelaskan dalam Pasal di atas. 
Seperti PPT atau Pusat Pelayana Terpadu, ini adalah suatu unit yang 
ada di rumah Sakit Bayangkara yang memang dikhususkan untuk menangani 
kasus anak dan perempuan. 
Kemudian RPTC yaitu  Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC),  
Lalu RPSA yaitu Rehabilitasi Sosial Rumah Perlindungan Sosial Anak 
(RPSA) 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A). 
 
3. Kajian Interpretasi Multidisipliner 
Bentuk penanganan kekerasan psikis terhadap anak sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya banyak berkenaan seputar permasalahan prosedural 
yang pembahasannya dapat dimengerti melalui interpretasi sistematis. Sebab 
antar satu pearturan perundang-undangan mempunyai korelasi atau dijelaskan 
prosedur rincinya di peraturan perundang-undangan yang lain. 
Hal itu sebagaimana Bab IV mengenai mekanisme penanganan anak 
korban kekerasan dalam Permen PPPA No. 2 tahun 2011 tentang Penanganan 





kemudiann yang menjelaskan prosedur lebih detailnya ialah Keputusan Kapolri 
sebagaimana disebutkan sebelumnya. 
Oleh sebab itu, penggunaan interpretasi multidisipliner dianggap tidak 
perlu karena tidak bersesuaian dengan kajian ilmu psikologi. Lagi pula 
beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk 
kekerasan terhadap anak cukup jelas dan tidak membutuhkan konfirmasi 
bidang kajian psikologi. 
 
E. Analisa Hukum Progresif Terhadap Kajian Penemuan Hukum Pada 
Regulasi Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak Di Indonesia  
1. Perbedaan dan Persamaan Mendasar Teori Hukum Progresif dan 
Metode Penemuan Hukum 
Sebagaimana yang dikatakan Sudikno Mertokusumo, penemuan 
hukum mengenal sistem hukum sebagai pacuan. Di dalam sistem hukum 
tersebut terdapat asas hukum sehingga ketika terjadi konflik antar peraturan 
perundang-undangan, maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Seperti jika 
ada kontradiksi antara undang-undang dan undang-undang, maka solusinya 
mengacu pada asas lex posteriori derogat legi periori atau lex superior 
derogat legi inferiori dan sebagainya. 
Kemudian, menurut penemuan hukum, undang-undang tidak boleh 
ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (contra legem). 
Terlebih jika peraturan perundang-undangan tersebut cukup jelas. Bahkan di 





hukumnya ialah sesuai urutan sebagai berikut: aturan perundang-undangan, 
hukum kebiasaan, yuris-prudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. 
Jika terdapat kontradiksi, maka mengacu pada sumber yang didahulukan. 




Hal di atas tentu bertentangan dengan semangat hukum progresif yang 
menganggap bahwa hukum tidak berdiri secara otonom dan tidak bersifat 
final. Hukum progresif mengacu pada keadilan subtansif yang terkadang 
tidak ditemukan dalam penerapan hukum yang positivistik seperti yang 
dianut penemuan hukum. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa kepastian 
hukum bukan sesuatu yang cukup sederhana, karena teks pada peraturan 
perundang-undangan yang dikatakan tidak boleh ditambah dan dikurangipun 
kadang juga diberi makna yang lain. Menurut Satjipto Rahardjo, menerapkan 
hukum berdasar cara kerja seperti mesin ini tidak akan memperdulikan resiko 
yang akan terjadi kemudian. 
Namun meski demikian terdapat persamaan semangat dalam hukum 
progresif dan metode penemuan hukum. Seperti dalam penemuan hukum di 
mana seorang Hakim atau penafsir hukum diberikan kebebasan untuk 
memilih interpretasi hukum yang dianggapnya cocok. Meskipun tidak boleh 
keluar dari teks peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terkadang sifatnya terlalu general, tidak 
begitu jelas dan terdapat multitafisr, maka Hakim bisa memilih sesuai 
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keadilan dan kemaslahatan hukum mengenai metode interpretasi apa yang 
akan dipakai untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tersebut.  
Dalam hal ini, Hakim dan penafsir peraturan perundang-undangan 
dapat memilih metode yang sesuai dengan keadilan subtansif sebagaimana 
semangat hukum progresif. Hal ini dikatakan tidak bertentangan dengan 
positivisme metode penemuan hukum sebab memang teks ketentuan 
hukumnya terlalu umum atau tidak begitu jelas. 
 
2. Analisis Hukum Progresif Terhadap Kajian Penemuan Hukum 
Mengenai Hak Perlindungan Psikis Anak di Indonesia 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum progresif mempunyai 
beberapa karakteristik, yang mana karaktersitik tersebut merupakan ciri khas 
dari hukum progresif itu sendiri. Oleh sebab itu, karakteristik itu juga dapat 
dijadikan pacuan dalam menganalisa beberapa objek atau peristiwa berdasar 
hukum progresif. Dalam hal ini, di sini dilakukan analisa hukum progresif 
terhadap produk kajian penemuan hukum mengenai hak perlindungan psikis 
anak di Indonesia. Dari analisa yang dilakukan ditemukan beberapa hasil, 
yakni: 
Pertama, mengenai larangan kekerasan psikis terhadap anak. 
Peraturan yang mengatur mengenai hal ini terdapat dalam pasal 3 dan 54 ayat 
(1) undang-undang perlindungan anak dan Pasal 5 undang-undang 





lingkup yang berbeda, namun menurut interpretasi sistematis, masing-masing 
dari Pasal ini dapat dikatakan mempunyai relevansi sebab terdapat topik 
kajian yang sama, sehingga menimbulkan arti bahwa di manapun dan kapan 
pun (baik dalam lingkup umum, pendidikan atau keluarga) kekerasan psikis 
terhadap anak tidak diperbolehkan. 
Untuk mengonfirmasi hal ini, hukum progresif membutuhkan 
klarifikasi kajian psikologi, sebab keadilan subtantif tujuan hukum 
berdasarkan hukum progresif ialah untuk manusianya atau untuk 
kemaslahatan umum. Sedangkan setelah ditelaah berdasarkan kajian 
psikologi, memang kekerasan psikis terhadap anak akan berdampak buruk 
terhadap pola perkembangan mental bahkan fisik anak. Anak akan menjadi 
tidak percaya diri dan tidak dapat menjaga emosi dengan baik. Maka agaknya 
hasil dari interpretasi sistematis yang membuat kesimpulan bahwa kekerasan 
terhadap anak dilarang dalam lingkup apapun telah sejalan dengan semangat 
hukum progresif.  
Kedua, dalam penemuan hukum sebagaimana dijelaskan Sudikno 
Mertokusumo, penafsiran dilakukan tidak boleh bertentangan dengan teks 
Undang-undang. Oleh sebab itu, penemuan hukum mendahulukan apa yang 
ada di dalam teks hukum tersebut. Hal ini sebagaimana interpretasi hukum 
sistematis dan lainnya yang menghasilkan penafsiran hukum yang harus 
sesuai dengan ketentuan teks Peraturan perundang-undangan, jika tidak 
ditemukan dalam satu Peraturan perundang-undangan tersebut, maka bisa 





Dengan demikian, apabila membahas mengenai bentuk perbuatan 
kekerasan psikis terhadap anak, maka mengacu pada Pasal 7 undang-undang 
penghapusan KDRT atau Permen PPPA Bab I Poin E dan Bab II Poin B di 
atas. Berdasarkan penemuan hukum, apa yang ada di dalam undang-undang 
tersebutlah yang dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan psikis terhadap 
anak. Jika ada teks dalam Pasal tersebut yang tidak jelas sebagaimana frasa 
“Dan lain sebagainya” di dalam Poin B Bab II Permen PPPA di atas maka 
penafsirannya tidak boleh bertentangan dengan pearturan perundang-
undangan yanga berlaku.  
Sedangkan hukum progresif menolak adanya pandangan hukum 
otonom yang mana dikatakan hukum telah final. Ini berarti berdasarkan 
hukum progresif, penafsir boleh menafsirkan hukum tidak hanya sebatas teks 
dan sistematika peraturan perundang-undangan sebagaimana interpretasi 
sistematis tersebut, tapi bisa langsung pada kajian cabang ilmu lain yang 
sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebab hukum progresif tidak hanya 
mengacu pada undang-undang sebagai sumber hukum, melainkan menjadikan 
hukum mengalir begritu saja sesuai kepentingan masyarakat. Artinya, jika 
berbicara mengenai bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori yang 
menyebabkan kekerasan psikis pada anak, maka tidak hanya mengacu pada 
apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, 
melainkan juga pada hal-hal lain di luar undang-undang yang sesuai dengan 





Melalui frasa “dan sebagainya” dalam Poin B Bab II Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di sini 
terdapat peluang kesamaan penafsiran hukum antara hukum progresif dan 
interpretasi hukum multidisipliner. Dimana melalui pasal ini, mengenai 
macam perbuatan kekerasan terhadap psikis anak, penafsir tidak harus 
mengacu hanya pada perbuatan yang disebutkan peraturan tersebut, 
melainkan perbuatan lain yang juga secara esensial mempunyai implikasi 
yang sama.  
Ketiga, melalui hukum progresif, seorang Hakim, aparat penegak 
hukum atau penafsir undang-undang dalam mencari keadilan subtansif dan 
menegakkan hukum yang tujuan sosial masyarakat boleh mengesampingkan 
interpretasi-interpretasi tersebut. Ini sesuai dengan karakteristik hukum 
progresif yang memprioritaskan “The search for justice” dan mengakomodir 
hal-hal yang sifatnya meta-yudicial dan menempatkan keadilan berada di atas 
teks peraturan perundang-undangan.  
Karena bisa saja dalam penerapan hukum konkrit terdapat 
pengecualian di mana muncul ketidak-adilan dalam penerapan interpretasi 
tersebut. Oleh sebab itu, meskipun dalam kasus di atas semangat hukum 
progresif memiliki kesamaan dengan interpretasi multidisipliner, tapi dalam 
beberapa kasus, penegak hukum boleh mengesampingkan interpretasi-
interpretasi tersebut jika dirasa penafsirannya bertentangan dengan nilai 






Bahkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa memang tujuan hukum 
progresif ialah membongkar tradisi kontruksi yang biasanya dijadikan dasar 
utama  dalam putusan Hakim, sebab hukum progrsif menghadapkan mukanya 
























A. Kesimpulan  
Melalui penelitian yang telah dilakukan penulis, diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hak perlindungan psikis anak di Indonesia diatur dalam beberapa pearturan 
perundang-undangan yang satu sama lain saling berkaitan. Dalam penelitian 
ini, hal tersebut dikategorikan menjadi 4 golongan, yakni: Larangan 
kekerasan piskis terhadap anak, definisi kekerasan psikis terhadap anak, 
bentuk kekerasan psikis terhadap anak dan bentuk perlindungan terhadap 
anak yang mengalami kekerasan psikis. Masing-masing dari empat kategori 
tersebut terlampir dengan tidak berurutan di dalam Undang-undang No. 35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan terakhir Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban 
Kekerasan 
2. Analisa hukum progresif terhadap hak perlindungan psikis anak di Indonesia 
ialah disesuaikan dengan kajian psikologi, hal ini  karena keadilan subtantif 
berdasarkan hukum progresif mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk 
manusia atau untuk kemaslahatan umum. Maka, berdasar hukum progresif, 





perundang-undangan di Indonesia dengan mempertimbangkan kajian 




Hak perlindungan psikis anak merupakan hak yang sama pentingnya 
dengan hak perlindungan fisik dan seksual. Berdasarkan kesimpulan di atas, 
sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur dengan cukup 
jelas dan lengkap mengenai hak perlindungan psikis anak. Meskipun masing-
masing kategori dimuat dalam Pasal dan peraturan perundang-undangan yang 
terpisah.  
Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi subjek hukum, baik di lingkungan 
umum dan pendidikan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan dan 
permen PPPA tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan atau dalam 
subjek rumah tangga sebagaimana dalam undang-undang penghapusan KDRT, 
untuk melakukan kekerasan psikis terhadap anak, sebab berdasarkan metode 
penemuan hukum masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut 
mempunyai relevansi antar satu dengan yang lainnya.  
 
C. Saran         
Setelah melakukan penelitian dan analisa berdasar berbagai macam 






1. Hak perlindungan psikis anak seharusnya disejajarkan kepentingannya dengan 
hak-hak anak yang lain. Beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai hak anak sama sekali tidak menyinggung mengenai hak 
tersebut. Seperti dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.  
2. Dalam memahami teks peraturan perundang-undangan mengenai hak 
perlindungan psikis anak seharusnya tidak hanya mengacu pada teks peraturan 
perundangan secara kaku atau hanya terpaku macam-macam interpretasi yang 
ada, melainkan juga harus melihat dari sisi tujuan sosial adanya peraturan 
perundang-undangan  tersebut di mana kepentingan anak sebagai realisasi dari 
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